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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 

Rahmat dan HidayahNya, sehingga  penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung 

Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung disusun sesuai 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan 

pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024, sebagai 

konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang 

merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Tahun 2024 

memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan 

tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung. 

 Secara keseluruhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung telah tercapai,  

namun masih terdapat  beberapa  indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan 

adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja 

kedepan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek 

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi 

pelaksanaannya. 

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) 

Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua 

pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta 

pengawasannya.  

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan 

dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH 

1. Latar Belakang 

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan 

untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi 

Kabupaten Temanggung melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, 

dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) melaksanakan tugas dan fungsinya  

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor  110 tahun 

2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2022 

tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuran, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB). 

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan pemerintahan bidang 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kabupaten 

Temanggung, capaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang 

dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi 

mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup 

pemerintahan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Sehubungan dengan hal 

tersebut DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPPPAPPKB 

Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan 

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian 

kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran 

dengan target yang telah ditetapkan. 
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2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung, 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 110 Tahun 2021 tentang  

Kedudukan Susunan  dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, dan 

Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi  

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana. 

Untuk melaksanakan tugasnya, DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, 

dan keluarga berencana; 

b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategis dan keterpaduan 

dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian 

penduduk, dan keluarga berencana; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan 

Dinas; 

d. Pelaksanaan penyuluhan dan  penyebaran informasi dibidang 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, 

dan keluarga berencana; 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga 

berencana; 

f. Pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah 

dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian 

penduduk, dan keluarga berencana; 

g. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi 

kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. 

Uraian tugas dan fungsi Kepala DPPPAPPKB, Sekretaris, Kepala 

Bidang, Sub bagian dan seksi adalah sebagai berikut: 

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas 

Kepala Dinas PPPAPPKB mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang 

Pengendalian Penduduk, dan keluarga berencana yang menjadi 
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kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 

Dinas mempunyai fungsi: 

1) Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 

2) Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang Pengendalian 

Penduduk, dan keluarga berencana; 

3) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

4) Pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk, dan keluarga 

berencana; 

5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian 

Penduduk, dan keluarga berencana; 

6) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada 

seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan 

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan fungsinya.  

 

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris 

Sekretaris merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan seluruh unit 

organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris 

mempunyai fungsi: 

1) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; 

2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan    

kegiatan di lingkungan Dinas; 

3) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang   

meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan 

di lingkungan Dinas; 

4) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata 

laksana di lingkungan Dinas; 

5) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern 

pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi; 

6) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan 

pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; 
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7) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan 

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris dibantu 2 sub 

bagian, yaitu: 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

1) Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Sub Bagian Perencanaan dan  Keuangan  mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi 

penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan 

keuangan, evaluasi dan pelaporan di  lingkungan Dinas. Tugas Sub 

Bagian Perencanaan dan Kuangan  meliputi: 

a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta 

anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

perencanaan; 

c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis 

di bidang perencanaan dan keuangan; 

d) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan 

teknis di bidang keuangan; 

e) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan 

program dan kegiatan di lingkungan Dinas; 

f) Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan 

kegiatan di lingkungan Dinas; 

g) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang 

perencanaan; 

h) Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja; 

i) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; 

j) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; 

k) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang 

keuangan; 

l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan 

dan keuangan; dan 

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
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dengan tugas dan fungsinya. 

2) Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan 

kepegawaian. Tugas dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian: 

a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta 

anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum 

dan kepegawaian. 

c) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan 

teknis di bidang umum dan kepegawaian. 

d) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan 

Dinas. 

e) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan 

Dinas. 

f) Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di 

lingkungan Dinas. 

g) Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan 

Dinas. 

h) Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di 

lingkungan Dinas. 

i) Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan 

ketatalaksanaan di lingkungan Dinas. 

j) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, 

Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya 

Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan 

formasi kebutuhan pegawai Dinas. 

k) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei 

Kepuasan Masyarakat. 

l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan 

kepegawaian. 

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak  

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

merupakan unsur pelaksana di pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender, 

perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup 

perempuan dan anak. 

Dalam melaksanakan tugas,  Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi: 

1) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan 

kualitas hidup perempuan. 

2) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan 

anak dan peningkatan kualitas hidup anak. 

3) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan 

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri 

atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

 

d. Bidang Pengendalian Penduduk, dan Peningkatan Keluarga 

Sejahtera  

Bidang Pengendalian Penduduk, dan Peningkatan Keluarga 

Sejahtera merupakan unsur pelaksana di bidang Pengendalian Penduduk, 

dan peningkatan keluarga sejahtera, berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

Bidang Pengendalian Penduduk, dan Peningkatan Keluarga 

Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, 

dan peningkatan keluarga sejahtera. 

Dalam melaksanakan Bidang Pengendalian Penduduk, dan 

Peningkatan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi: 



 

 

LKJIP Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024      7 

  

1) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian 

penduduk. 

2) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. 

3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengendalian Penduduk, dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, 

terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

 

e. Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB 

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB merupakan 

unsur pelaksana di bidang pengelolaan pelayanan dan pembinaan KB, 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan 

Pembinaan KB melaksanakan fungsi : 

1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Norma, 

Standar, Prosedur dan Kriteria pelayanan KB, pemenuhan kebutuhan, 

penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat 

kontrasepsi serta penggerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan 

ber-KB. 

2) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, 

komunikasi informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga 

berencana dan pembangunan keluarga. 

3) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pendayagunaan tenaga penyuluh KB. 

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB, terdiri atas 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 
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f. Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan 

kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang undangan. 

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 

yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

2) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua 

kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-

masing.  

3) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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3. Susunan  Organisasi 

Gambar 1.1 
Struktur Organisasi DPPPAPPKB  Kabupaten Temanggung 

 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

Bidang 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Bidang 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Peningkatan 

Keluarga Sejahtera

Bidang Pengelolaan 

Pelayanan dan 

Pembinaan Keluarga 

Berencana

Sekretariat

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN TEMANGGGUNG

KEPALA

Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

Sub Bagian 

Umum dan 

Kepegawaian
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4. Sumber Daya Perangkat Daerah 

a. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah 

potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya 

sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu 

mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung 

didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.  

Tabel 1.1 
Data Personil Dan Tata Laksana Dinas PPPAPPKB  

 

NAMA JABATAN  
(SESUAI 

PERDA)***) 

KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*) GOLONGAN/PANGKAT*) 
PENDIDIKAN 
PELATIHAN 

STRUKTURAL*) 

SD SMP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 I II III IV 
PIM 

I 
PIM 

II 
PIM 
III 

PIM 
IV 

Eselon 1                  

Eselon 2        1          

Kepala 

Perangkat 

Daerah 

  

     1     1  1   

Eselon 3                  

Sekretaris        1     1   1  

Kabid 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Dan 

Perlindungan 

Anak 

  

               

Kabid 

Pengendalian 

Penduduk, Dan 

Peningkatan 

Keluarga 

Sejahtera 

  

     1     1   1  

Kabid 

Pengelolaan 

Pelayanan Dan 

Pembinaan 

Keluarga 

Berencana 

  

    1      1   1  

Eselon IV                  

Kasubbag 

Perencanaan 

Dan Keuangan  

  

    1     1     1 

Kasubbag 

Umum Dan 

Kepegawaian  

  

               

Jabatan 

Fungsional  

  
   2 4 1   2 4 2    5 

Pelaksana  1 1 5  1 2 4 1  2 5 8      

Jumlah 1 1 5  1 4 10 4  2 3 17 4  1 3 6 

Total 26 26 10 

  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Potensi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Makhluk_sosial&action=edit&redlink=1
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b. Asset/Modal 

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB tidak cukup 

mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja, namun 

harus didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, 

sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan 

prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau 

administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi 

kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya 

manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan 

kegiatan DPPPAPPKB. 

Gambaran sarana dan prasarana kerja DPPPAPPKB dapat dilihat 

pada table 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 
Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPPPAPPKB  

 
No URAIAN Jumlah Aset Nilai Aset Keterangan 

1 Tanah 3 Bidang 475.469.141 Eks BKKBN, Eks 

DINSOS, Gudang Arsip. 

Balai Penyuluh kab jumo 

dan bejen  

2 Gedung 39 Gedung 9.321892.452 Eks BKKBN, Eks 

DINSOS, Gudang Arsip, 

20 Balai Penyuluhan, 

Selasar 1, Tempat Ibadah 

1, Pagar Permanen 8. 

3 Alat – Alat Angkutan 86 Unit 8.648.406.845 Sepeda Motor 80, Mobil 8 

4 Alat – Alat Perkantoran 1785 Buah 475.469.141 Eks BKKBN, Eks 

DINSOS, Gudang Arsip. 

Balai Penyuluh kab jumo 

dan bejen  

 
5. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. 

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang 

pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, 

maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian 

tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi 

DPPPAPPKB. Kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan 

Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

serta Urusan Bidang Pemerintahan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 
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Berencana. Permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat 

pada Tabel 1.3 sebagai berikut: 

Tabel 1.3 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  

dan Sasaran Pembangunan Daerah 
 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

 Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  

 Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

1. Masih rendahnya 

Penyusunan Anggaran 

Responsif Gender  

Belum Tersedianya data pilah 

sebagai dasar penyusunan 

Anggaran Reponsif Gender  

Masih kurangnya Koordinasi Pokja 
PUG dalam review dan evaluasi 
Penyusunan Anggaran Reponsif 
Gender 

2. Penanganan kasus 

kekerasan terhadap 

perempuan dan anak  

Belum optimalnya jejaring 

lembaga pengelola dalam 

penanganan kekarasan 

terhadap Perempuan dan  

anak 

Penanganan kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak  

 Urusan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana  

 Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana  

3 Tingginya angka 

dropout akseptor 

 

− Rendahnya capaian KB 

Paska Persalinan 

-  

Tingginya pasangan usia subur 
yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ 
unmetneed 

 

 Persentase 

keberhasilan 

pemakaian metode 

Kontrasesi Jangka 

Panjang /MKJP 

− Masih rendahnya 

pengetahuan PUS 

tentang alokon MKJP 

− Masih rendahnya 

komitmen pelaksana 

kegiatan pelayanan KB 

MKJP 

− Tidak semua masyarakat 
dengan keyakinan tertentu 
menerima jenis alat 
kontrasepsi MKJP  

− Masih adanya bidan yang 
mempromosikan alat 
kontrasespsi suntik  
dibandingkan dengan MKJP 

− Masih adanya PUS  yang 
trauma menggunakan alat 
kontrasepsi MKJP,karena efek 
dari rhumor penggunaannnya 

 Bidang Pengendalian Penduduk, dan Peningkatan Keluarga Sejahtera  

3 Tingginya keluarga 

beresiko stunting  

 

− Tingginya angka 

perkawinan dibawah 20 

tahun  

− Masih rendahnya 

pengetahuan Keluarga 

tentang pentingnya  

1000 HPK 

  

 

− Rendahnya keluarga mengikuti 
kelompok kegiatan (BKB, BKR, 
PIK-R, BKL, UPPKA)’ 

− Masih lemahnya Kolaborasi 
untuk konvergensi 
penanganan penurunan 
Stunting  antar lintas program 
dan sektor 

 
Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 1.3 tersebut 

maka isu strategis DPPPAPPKB   adalah sebagai berikut: 

a. Bidang Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan anak  

1) Belum tersedianya data pilah gender sebagai dasar penyusunan 

anggaran responsif Gender. 

2) Masih kurangnya koordinasi POKJA PUG dalam pelaksanaan evaluasi 

dan review penyusunan ARG. 

3) Belum Optimalnya Jejaring Lembaga Pengelola dalam penangan 
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kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

4) Belum terbentuknya UPT PPPA. 

b. Bidang Pengeloaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana  

1) Rendahnya capaian menggunakan alat kontrasesi setelah 

persalinan/KBPP. 

2) Masih rendahnya PUS yang menggunakan alat kontrasesi MKJP. 

3) Masih tingginya PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed).  

c. Bidang Pengendalian Penduduk, dan Peningkatan Keluarga Sejahtera  

1) Masih tingginya PUS di bawah umur 20 tahun. 

2) Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, 

BKL, UPPKA). 

3) Rasio jumlah Penyuluh KB dilapangan dibandingkan dengan jumlah 

desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapan, karena saat 

ini jumlah Penyuluh KB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 

8 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa. 

 

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat  LKJIP 

1. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun  2014 tentang sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja. 

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

instansi Pemerintah. 

d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. 

e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahuun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama 

Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama 

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. 
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f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Temanggung. 

 

2. Tujuan LKjIP 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPPPAPPKB Kabupaten 

Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja 

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi DPPPAPPKB  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta 

sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan 

kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah 

secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu kepemerintahan yang baik 

(Good Governance). 

 

3. Manfaat LKjIP  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan. 

b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen 

perencanaan periode yang akan dating. 

c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang 

akan dating. 

d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai 

pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 

 

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP 

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan 

sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: 

Sistematika penyajian LKjIP DPPPAPPKB  Kabupaten Temanggung Tahun 2024 

adalah sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

  Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama 

(strategic issued) yang sedang dihadapi. 
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Bab II : Perencanaan Kinerja 

  Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan. 

Bab III : Akuntabilitas Kinerja 

A. Pada bab ini disajikan capaian hasil untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja 

sebagai berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi. 

4. Mambandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada). 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta altenative Solusi yang 

telah dilakukan. 

6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya. 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja. 

B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan 

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

 Bab IV : Penutup 

  Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

 Lampiran: 

1) Perjanjian Kinerja 

2) Lain-lain yang dianggap perlu 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis  

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan 

strategis nerupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemrintah 

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan 

tetap berada dalam tatanan Sistem Adiministrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan pendelatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, 

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, 

peluang dan kendala yang dihadapi dalam Upaya peningkatan akuntabilitas 

kinerjanya. 

Penyusunan LKJIP DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini, 

mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan dokumen Renstra 

Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. 

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

2024-2026 menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi 

Pembangunan selama jangka waktu Tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai 

ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati 

hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024. 

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 

dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra DPPPAPPKB Kabupaten 

Temanggung Tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 didasarkan pada 

Visi Misi RPJPD Kabupaten, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 

Kabupaten Tahap Keempat, serta isu strategis aktual. 

1. Visi Daerah 

Visi Kabupaten Temanggung pada Rencana Pembangunan Daerah atau 

RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 

2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah 

“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”.  

2. Misi Daerah 

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-

2025, dijabarkan melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten 

Temanggung sebagai berikut: 
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a. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan Kerjasama 

dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis 

berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM; 

b. Mewujudkan kondisi social dan budaya masyarakat yang bermoral, 

beretika,berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas 

berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka 

pencapaian masyarakat yang sejahtera dan batin; 

c. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada 

ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha 

tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan 

kemandirian daerah; 

d. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana 

pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas 

ekonomi dan non ekonomi pengembangan Kawasan serta penguranga 

kesenjangan antar wilayah; 

e. Mewujudkan Pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

secara Lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku 

kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang. 

Skala prioritas Pembangunan daerah pada tahapan periode keempat 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2005-2025 yaitu pada periode Tahun 2020-2025 diarahkan melalui 

percepatan Pembangunan di berbagai bidnag dengan menekankan pada 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya keenjangan 

antar Masyarakat dan antar wilayah, meningkatkan keunggulan kompetitif 

daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan Masyarakat 

yangs ejahtera yang dijabarkan dalam 5 (lima) isi yaitu: 

 
a. Misi pertama 

Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip 

tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan Kerjasama 

dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan 

kesejahteraan Masyarakat dalam suasana politik yang demokratis 

berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, 

daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram, dengan prioritas 
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Pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasrkan prinsip-

prinsip good governance sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat 

minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin 

mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan 

efesien, selanjutnya kondisi Kerjasama dan networking juga semakin 

berkembanga dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya 

bermuara pada puasnya Masyarakat atas pelayanan yang diberikan 

pemerintah. Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi 

yang mantap didukung dengan konsistensi hukum dan berkurangnya 

angka konflik dan kriminalitas. 

 

b. Misi kedua 

Mewujudkan kondisi sosial dan budaya Masyarakat yang bermoral, 

berbudaya beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada 

bilai-nilai bangsa dan agama dalam rangka pencapaian Masyarakat yang 

Sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada 

terjadinya kondisi kesejahteraan Masyarakat yang sudah mantap baik lahir 

maupun batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan 

bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama 

dengan mantapnya karakter sumber daya manusia uyang unggul, 

Tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, 

berkembang dinamis. 

 

c. Misi ketiga 

Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis 

ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan cluster usaha 

Tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan 

kemandirian daerah, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada 

terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan 

signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku 

ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta 

meratanya Pembangunan antar Kawasan yang berbasis cluster usaha 

produktif. 
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d. Misi keempat 

Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana 

palayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesilibilitas dan mobilitas 

ekonomi dan non ekonomi, pengembangan Kawasan serta pengurangan 

kesenjangan anatar Masyarakat dan anatar wilayah, dengan prioritas 

Pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang 

optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama 

infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dan makin mantapnya 

pertumbuhan Kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal. 

 

e. Misi kelima 

Mewujudkan Pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

secra Lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku 

kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas 

Pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan 

lingkungan hisup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestrai dan 

mentapnya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap regulasi 

lingkungan hidup dan tata ruang. 

 

B. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah  

1. Tujuan 

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 pada misi 2 (dua) Mewujudkan 

kondisi sosial dan budaya Masyarakat yang bermoral, berbudaya beretos 

kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada bilai-nilai bangsa dan 

agama dalam rangka pencapaian Masyarakat yang Sejahtera lahir dan batin, 

maka tujuan yang hendak dicapai oleh DPPPAPPKB  Kabupaten Temanggung 

adalah “Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat”. 

 

2. Sasaran 

Penetapan sasaran strategis diperlukan dasar untuk penyusunan 

rencana kinerja dalam meningkatkan Indek Pembangunan Manusia . Agar 

sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdaerkan sasaran 

strategis, maka DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung menetapkan sasaran 

strategis yaitu: 
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a. Meningkatkan kebijakan responsif gender  

b. Pertumbuhan penduduk yang terkendali  

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, 

maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran DPPPAPPKB  

Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2.1. 

Tujuan, Sasaran DPPPAPPKB  Tahun 2024-2026 

No. Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Target 

2024 2025 2026 

1 Tujuan :                      
Indek 
Pembangunan 
Manusia 

Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

% 95,75 95,77 95,8 

Angka Harapan 
Hidup  

% 75,66 75,68 75,7 

2. Sasaran :           

  

.Meningkatnya 
Kebijakan 
Responsif Gender  

Persentase ARG 
pada belanja 
langsung APBD 

% 10,2 10,22 10,24 

Pertumbuhan 
Penduduk yang 
terkendali 

Laju Pertumbuhan 
Penduduk (LPP) % 0,63 0,6 0,55 

 

3. Indikator Sasaran Strategis 

Bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menentapkan Indikator Kinerja 

Utama untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis Perangkat Daerah. 

Indikator kinerja Utama (Sasaran Indikator) DPPPAPPKB  Kabupaten 

Temanggung adalah: 

a. Meningkatkan Kebijakan Responsif Gender  

b. Pertumbuhan Penduduk yang terkendali 

Tabel 2.2 
Indikator Sasaran Strategis DPPPAPPKB  Kabupaten Temanggung 

No 
Indikator 
Sasaran 
Strategis  

Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  

1. 

Meningkatnya 
Kebijakan 
Responsif 

Gender  

PROGRAM 
PENGARUSTAMAAN 
GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN  
  

Pelembagaan 
Pengarusutamaan Gender 
(PUG) pada Lembaga 
Pemerintah Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Advokasi Kebijakan dan 
Pendampingan 
Pelaksanaan PUG 
termasuk PPRG 
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No 
Indikator 
Sasaran 
Strategis  

Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  

Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
Pemberdayaan 
Perempuan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Lembaga 
Penyedia Layanan 
Pemberdayaan 
Perempuan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN  

Penyediaan Layanan 
Rujukan Lanjutan bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan yang 
Memerlukan Koordinasi 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota  

Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Lembaga 
Penyedia Layanan 
Pemberdayaan 
Perempuan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KUALITAS 
KELUARGA  
  

Peningkatan Kualitas 
Keluarga dalam 
Mewujudkan Kesetaraan 
Gender (KG) dan Hak 
Anak Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan 
Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi KG dan 
Perlindungan Anak bagi 
Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga dalam 
Mewujudkan KG dan Hak 
Anak yang Wilayah 
Kerjanya dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Lembaga 
Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

PROGRAM 
PEMENUHAN HAK 
ANAK (PHA) 

Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas 
Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan Layanan 
Peningkatan Kualitas 
Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
KHUSUS ANAK 

Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Anak yang 
Melibatkan para Pihak 
Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota  

Advokasi dan 
pendampingan Perangkat 
Daerah dalam 
pelaksanaan kebijakan 
/program/ kegiatan 
pencegahan KTA 

  

Penyediaan Layanan bagi 
Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus yang 
Memerlukan Koordinasi 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan Layanan 
Pengaduan Masyarakat 
bagi Anak yang 
Memerlukan 
Perlindungan Khusus 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

2 
Pertumbuhan 

Penduduk yang 
Teerkendali  

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK 
  

Pemetaan Perkiraan 
Pengendalian Penduduk, 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 
  

Pencatatan dan 
Pengumpulan Data 
Keluarga 

Pengolahan dan 
Pelaporan Data 
Pengendalian Lapangan 
dan Pelayanan KB 

PROGRAM 
PEMBINAAN 
KELUARGA 
BERENCANA (KB) 
  
  

Pelaksanaan Advokasi, 
Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
Pengendalian Penduduk, 
dan KB Sesuai Kearifan 
Budaya Lokal 

Pengendalian Program 
KKBPK 
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No 
Indikator 
Sasaran 
Strategis  

Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  

  
  
  
  
  
  

Pendayagunaan Tenaga 
Penyuluh KB/Petugas 
Lapangan KB (PKB/PLKB) 

Pengelolaan Operasional 
dan Sarana di Balai 
Penyuluhan Bangga 
Kencana 

Pengendalian dan 
Pendistribusian Kebutuhan 
Alat dan Obat Kontrasepsi 
serta Pelaksanaan 
Pelayanan KB di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Mekanisme 
Operasional Program 
Bangga Kencana melalui 
Rapat Koordinasi 
Kecamatan (Rakorcam), 
Rapat Koordinasi Desa 
(Rakordes), dan Mini 
Lokakarya (Minilok) 

Pemberdayaan dan 
Peningkatan Peran Serta 
Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam Pelaksanaan 
Pelayanan dan Pembinaan 
Kesertaan Ber-KB 
  
  
  
  
  

Promosi dan KIE 
Program Bangga 
Kencana Melalui Media 
Massa Cetak dan 
Elektronik serta Media 
Luar Ruang 

Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) 
Program Bangga 
Kencana sesuai Kearifan 
Budaya Lokal 

Advokasi Program 
Bangga kencana oleh 
pokja advokasi kepada 
Stakeholders dan Mitra 
Kerja 

Penggerakan Kader 
Institusi Masyarakat 
Pedesaan (IMP) 

Fasilitasi Pelaksanaan 
Penyuluhan, 
Penggerakan, Pelayanan 
dan Pengembangan 
Program Bangga 
Kencana untuk Petugas 
Keluarga 
Berencana/Penyuluh 
Lapangan Keluarga 
Berencana (PKB/PLKB) 

Pengendalian 
Pendistribusian Alat dan 
Obat Kontrasepsi dan 
Sarana Penunjang 
Pelayanan KB ke 
Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Peningkatan Kesertaan 
Penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP) 

Penyediaan Sarana 
Penunjang Pelayanan KB 

Pembinaan Pelayanan 
Keluarga Berencana dan 
Kesehatan Reproduksi di 
Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya 
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No 
Indikator 
Sasaran 
Strategis  

Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  

Integrasi Pembangunan 
Lintas Sektor di Kampung 
KB 

Pelaksanaan dan 
Pengelolaan Program 
Bangga Kencana di 
Kampung Keluarga 
Berkualitas 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
DAN PENINGKATAN 
KELUARGA 
SEJAHTERA (KS) 
  
  
  
  

Pelaksanaan 
Pembangunan Keluarga 
Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

Pengelolaan Ketahanan 
Keluarga Melalui Pusat 
Pelayanan Keluarga 
Sejahtera (PPKS) 

Pelaksanaan dan 
Peningkatan Peran Serta 
Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/ Kota 
dalam Pembangunan 
Keluarga Melalui 
Pembinaan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
  
  
  

Promosi dan Sosialisasi 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, 
PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Akseptor 
(UPPKA)) 

Pengadaan Sarana 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, 
PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Akseptor 
(UPPKA) 

Penyediaan Biaya 
Operasional bagi 
Pengelola dan Pelaksana 
(Kader) Ketahanan dan 
Kesejaheraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, 
PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Akseptor 
(UPPKA) 

Pendayagunaan Mitra 
Kerja dan Organisasi 
Kemasyarakatan dalam 
Penggerakan 
Operasional Pembinaan 
Program Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS) 

 
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan 
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kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis 

yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan 

Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif 

yang menggambarkan Tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. 

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraaan yang 

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data 

pendukung yang ada diorganisasi. 

Tabel 2.3 
Perjanjian Kinerja DPPPAPPKB  Kabupaten Temanggung Tahun 2024 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

1. Meningkatnya  Kebijakan 
Responsif Gender 

Persentase 
Peningkatan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Pengarusutamaan 
Gender 

% 10,22 

2. Pertumbuhan Penduduk 
yang Terkendali 

Laju Pertumbuhan 
Penduduk (LPP) 

% 0,63 

3. Meningkatnya Pemenuhan 
Kebutuhan Penunjang 
Urusan Perangkat Daerah  

Terselenggaranya 
Koordinasi  dan 
Pelayanan 
administrasi, sarana 
dan prasarana, dan 
kebutuhan kedinasan 

% 100 

4. Terselesaikannya 
penugasan direktif pimpinan 
dengan penuh tanggung 
jawab 

Terselesaikannya 
penugasan direktif 
pimpinan 

% 100 

 
 
D. Rencana Anggaran Tahun 2024  

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di DPPPAPPKB 

Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin 

dicapai pada Tahun 2024, dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah 

ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung  Nomor 13 

Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan 

Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran 2024. Adapun komposisi belanja per program DPPPAPPKB Kabupaten 

Temanggung adalah sebagai berikut:  



 

 

LKJIP Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024         25 

 

 

Tabel 2.4 
Program Yang Mendukung Indikator Utama Kinerja Tahun 2024 

 

  

No 
Indikator 
Kinerja 

Target Program Anggaran 
Sumber 

Anggaran 

1  Meningkatkan 
Kebijakan 
Responsif 
Gender  

10,2  Program Pengarusutamaan Gender 
dan Pemberdayaan Perempuan 

35.000.000 DAU 

Program Perlindungan Perempuan  75.000.000 DAU 

Program Peningkatan Kualitas 
Keluarga 

35.000.000 DAU 

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 10.000.000 DAU 

Program Perlindungan Khusus Anak 95.000.000 DAU 

2  Pertumbuhan 
Penduduk yang 
Terkendali   

0,63  Program Pengendalian Penduduk 423.256.000 Dak Non 
FISIK 

Program Pembinaan Keluarga 
Berencana (KB) 

7.301.754.000 Dak Fisik 
dan Non 

FISIK 

Program Pemberdayaan Dan 
Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

4.273.400.000 Dak Non 
FISIK 

3 Meningkatnya 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Penunjang 
Urusan 
Perangkat 
Daerah  

100 Program Urusan Penunjang Perangkat 
Daerah 

4.488.801.528 DAU 

 Jumlah 16.738.348.912  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024 

 

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat 

dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai 

tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna 

mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran 

tingkat pencapaian kinerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan 

laporan kinerja tahun pertama dari periodesasi berlakunya Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dengan tingkat pencapaian 

sasaran indikator kinerja DPPPAPPKB  Kabupaten Temanggung pada misi 2 (kedua). 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penilaian kinerja 

dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPPPAPPKB  Tahun 2024 yang telah 

disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi 

dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan 

memberikan gambaran kebersilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja 

(penentuan  posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu : 

Tabel 3.1 
Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 

No Interval Nilai Realisasi Kinerja 
Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 

1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi 

2 76 ≤ 90 Tinggi 

3 66 ≤ 75 Sedang 

4 51 ≤ 65 Rendah 

 ≤ 50 Sangat Rendah 

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017  
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1. Capaian Indikator Kinerja Utama 

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator 

kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. 

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja 

terhadap capaian kinerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung pada Tahun 

2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara: 

a. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2024.  

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.  

c. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari 

sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.  

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan 

oleh DPPPAPPKB dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja 

dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari 

tujuan dan sasaran strategis DPPPAPPKB beserta target dan capaian 

realisasinya dirinci sebagai berikut: 

Tabel 3.2. 
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis  

Tahun 2024 

No 
Tujuan/ 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian% Kategori 
Sasaran 

1.  Tujuan: 
Meningkatnya 
Indek 
Pembangunan 
Manusia   

Indek 
Pembangunan 
Gender  

Angka  95,75 96,19 100 
Sangat 
tinggi 

Angka Harapan 
Hidup  

Angka 75,71 75,77 100 
Sangat 
tinggi 

2. Meningkatkan 
Kebijakan 
Responsif 
Gender 

Persentase 
peningkatan 
pemberdayaan 
perempuan dan 
pengarusutamaan 
gender 

% 10,2 8,22 80,62 Tinggi 

3. Pertumbuhan 
Penduduk yang 
terkendali  

Laju 
Pertumbuhan 
Penduduk  

% 0,63 0,8 73,02 Sedang 

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama       76,82 Tinggi  

     Sumber : IKPD  DPPPAPPKB per tanggal 31 Desember 2024 
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Tabel 3.3. 
Perbandingan capaian Kinerja tahun 2022 – 2024 

 
 

 
Dari tabel 3.3. di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian dari IKU yang 

terdiri dari 2 sasaran yang meliputi: 

a. Meningkatnya Kebijakan Responsif Gender 

Meningkatnya Kebijakan Responsif gender adalah satuan ukuran 

yang ditetapkan berdasarkan nilai dari Persentase Perangkat Daerah 

dalam menyusun rencana Kegiatan Anggaran yang responsif Gender. 

Indikator sasaran ini pada renstra tahun 2018 – 2023, belum menjadi target 

DPPPAPPKB, namun menjadi Indikator Kinerja Keluaran (IKK), jadi belum 

bisa membandingkan  target dan realisasi pada tahun 2023. 

Target tahun 2024 sebesar 10,20% berdasarkan hasil realisasi IKK 

pada tahun sebelumnya sebesar 10,18% hasil realisasi sasaran ini tidak 

sesuai dengan harapan sehingga penentuan target RPD tahun 2024 

menjadi 10,20%. Dari hasil Pengukuran capaian indikator ini pada tahun 

2024 dengan capaian 80,62%, dengan kategori Tinggi. 

b. Pertumbuhan penduduk yang terkendali 

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 

(DPPPAPPKB) Tahun 2024 untuk sasaran strategis 2 Pertumbuhan 

penduduk yang terkendali dilakukan dengan cara membandingkan antara 

kondisi tahun 2024 dan realisasi dari target (rencana). Dari hasil 

pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja 

sasaran 2 sebesar 73,02% atau kategori “sedang”. 

Untuk Pencapaian LPP/Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten 

Temanggung belum sesuai dari yang diharapkan karena dibandingkan target 

yang ada, realisasi capaian kinerja sampai tahun 2024 tercapai 73,02%, untuk 

Perbandingan capaian Kinerja tahun 2022 - 2024 
 

No Tahun  Indikator Satuan Realisasi  
Capaian 

Kinerja (%) 
 

1 2 3 4 5 6  

1. 

2022 

Persentase ARG pada belanja 
langsung APBD 

% 

n.a n,a  

2023 10,18 
Belum ada 
target kinerja 

 

2024 8,22 80,62  

2. 

2022 

Laju Pertumbuhan Penduduk  % 

0,74 91.3  

2023 0,8 100  

2024 0,8 73,02  
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perhitungan LPP, Dinas PPPAPPKB masih menggunakan perhitungan dari 

BPS, namun masih ada upaya untuk mencapai target yang ada. 

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut, 

apabila dijabarkan pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.4. 
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut 

 

No 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Faktor Pendorong Faktor Penghambat 

Rekomendasi Tindak 
Lanjut 

1. Indek Pembangunan Manusia 

1. Meningkatnya 
Kebijakan 
Responsif Gender  

Telah dilaksankanya 
pembekalan kepada 
Perangkat  Daerah 
dalam penyusunan 
Anggaran Resposif 
Gender dalam proses 
perencanaan  

1. Belum tersusunnya RAD 
pengarusutamaan gender 
dan kurangnya pembekalan 
penyusunan ARG bagi Tim 
Teknis maupun Tim Focal 
Point 
2. Belum semua perangkat 
daerah melaporkan ARG 

1. Penguatan dan 
pendampingan dalam 
penyusunan ARG 
2. Monitoring dan 
Evaluasi  Pelaksanaan 
ARG oleh Tim Driver 
focal point tingkat 
Kabupaten  

2. LPP Meningkatnya KIE 
kepada masyarakat 
tentang Pengendalian 
penduduk 

Masih tingginya angka 
kelahiran (CBR) 

Peningkatan jejaring 
dalam pelaksanaan 
program Bangga 
Kencana  Baik 
pemerintah maupun 
swasta  
Melakukan Advokasi 
dan bintek kepada 
Kades dalam program 
Bangga Kencana  

 

c. Analisa Efisiensi 

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi 

anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang 

berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa 

efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan 

dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan 

yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya 

anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. 

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber sumber daya dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPPPAPPKB:  
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Tabel 3.5. 
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran 

Tujuan Dan Sasaran 
 

No 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaia
n 

Anggaran Realisasi 
% 

Capaian 
Tingkat 

Efisiensi 

1 Tujuan: 
Meningkatnya 
Indek 
Pembanguna
n Manusia  

IPM 71,77 71,86 100 - - - - 

2 Sasaran: 
Meningkatnya 
Kebijakan 
Responsif 
Gender  

Persentase 
peningkatan 
pemberdayaan 
perempuan dan 
pengarusutama
an gender 

10,2 8,22 80,62 250.000.000 122.660.300 49,06 31,56 

3 Pertumbuhan 
Penduduk 
yang 
seimbang  

LPP 0,63 0,8 73,02 10.101.084.00
0 

8.742.776.826 86,55 -13,53 

    Sumber LRA dan Evaluasi Renja TW IV DPPPAPPKB  2024 

Dari 2 (dua) indikator kinerja belum semua memenuhi target kinerja 
namun untuk efesiensi anggaran sudah ada yang sesuai atau melebihi 
target, dengan angka efisiensi sebagai berikut: 
a. Indikator Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan 

pengarustamaan gender belum mencapai target kinerja dari target 
sebesar 10,2%.baru tercapai 8,22% atau 80,62%. Kinerja sebesar 
80,62% didukung anggaran dengan capaian 49,06%, jadi efisiensi 
anggaran sebesar 31,56%. Efisiensi anggaran untuk mencapai 
indikator tersebut didukung  oleh 5 program   yaitu : 
1) Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan; 
2) Program Perlindungan Perempuan; 
3) Program Peningkatan Keluarga; 
4) Program Pemenuhan Hak anak; 
5) Program Perlindungan khusus anak. 

b. Laju Pertumbuhan Penduduk capaian kinerja pada tahun 2024 dari 
target 0,63% baru tercapai 0,8% dalam persentase capaian 73,02%, 
anggaran untuk mencapai indikator tersebut, dari perhitungan realisasi 
anggaran sebesar 86,55%, belum sepenuhnya mendukung target 
tersebut. Untuk capaian indikator LPP ini dipengaruhi oleh anggaran 
yang bersumber dari DAK non Fisik bidang KB /BOKB tahun 2024, 
dimana kegiatan ini penyerapan tinggi ada di kegiatan pencegahan 
dan penurunan stunting 
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2. Capaian Kinerja Sasaran  Program 

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana (DPPPAPPKB) sejumlah 2 Urusan, 2 Sasaran, 9 Program dengan 

dan 17 Indikator  program. 

 

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

1) Meningkatkan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran 

program Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, 

sebagaimana tabel 3.6. di bawah ini: 

Tabel 3.6 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 

 

A. Sasaran  Program 1 : Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  

 

NO Indikator Satuan 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 
(%) 

TAHUN 2024  

Target Realisasi capaian  

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100  

1. Persentase keterwakilan perempuan di 
lembaga pemerintah 

% 100 2,65 2,27 85,66  

2. Rasio Perangkat daerah yang 
menerapkan kebijakan responsif 
gender dalam penyusunan renja PD 

% 100 46 46 100 
 

  RATA - RATA          92,83  

 
Dari indikator ini tentunya untuk mencapainya ada faktor 

penghambat dan pendorong yang meliputi : 

a) Faktor Pendorong 

- Meningkatnya harapan lama sekolah perempuan, mendorong  

meningkatnya keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah. 

- Telah dilaksanakannya pelatihan bagi perencana PD dalam 

menyusun ARG. 

b) Faktor Penghambat 

- Budaya Patriaki, yang menganggap laki laki lebih layak 

memimpin. 

- Ketimpangan akses terhadap informasi politik dan 

pememerintahan bagi perempuan. 
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- Belum tersusunnya RAD pengarusutamaan gender dan 

kurangnya pembekalan penyusunan ARG bagi Tim Teknis 

maupun Tim Focal Point. 

c) Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini 

kedepan adalah: 

- Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG, 

dengan mengoptimalkan pokja PUG melalui kegiatan rapat 

koordinasi dan monev penyusunan anggaran responsif gender. 

d) Kinerja kegiatan yang mendukung Program pengarusutamaan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah :  

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; 

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. 

Untuk mencapai target Kinerja Program pengarusutamaan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan ini pada tahun 2024 didukung 

Anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dengan realisasi Rp 23.681.500,- 

Atau sebesar  67,66%, sehingga efesensi anggaran sebesar Rp 

11.318.500,- atau 32,34%. Terkait dengan efisiensi sumber daya 

adalah terjadi efisiensi  sebesar 24,78% (selisih capaian kinerja 

sebesar 92,45% dengan realisasi anggaran 67,66%). Adapun 

dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung 

maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:  
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Gambar 3.1 
Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 

 

 

Rapat Koordinasi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Dan Penganggaran 

Responsif Gender (PPRG) 
Senin, 18 November 2024 

 
2) Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 

program  Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.7. dibawah 

ini: 

Tabel 3.7 

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 
Tahun 2024 

A. Sasaran  Program 2 : Meningkatnya Perlindungan Perempuan  
 

NO Indikator Satuan 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 
(%) 

TAHUN 2024  

Target Realisasi Capaian  

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100  

1. Persentase kasus kekerasan 
terhadap anak  perempuan  

% 100 0,0029 0,0055 9,59  

2. Persentase kasus kekerasan 
terhadap  perempuan  

% 100 0,0029 0,008 97,91  

RATA - RATA          53,75  

 

Sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dengan 2 

(dua) Indikator adalah 53,75%, atau kategori Rendah, Capaian tahun 

2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023 sebesar 100%,  



 

 

LKJIP Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024         34 

 

Jumlah Kasus selalu flukuatif karena sangat dipengaruhi oleh 

laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut. 

Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, 

dimana yang melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. 

Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan, dan sebagian kasus 

pelaku kejahatan maupun kekerasan adalah dari keluarga terdekat 

atau juga dari lingkungannnya, yang mana penyelesaiannya kasus 

cukup diselesaikan di tingkat Desa, dan tidak terlaporkan di tingkat 

Kabupaten. 

Kasus-kasus yang disajikan seperti tersebut diatas telah 

mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan, yang meliputi 

layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, 

penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. 

Layanan diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan 

kebutuhan korban. Penanganan kasus tersebut baru dilakukan oleh 

lembaga dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 

di Kecamatan. Dalam rangka menjaring masayarakat agar kasus 

kekerasan dapat terpantau, Dinas PPPAPPKB, pada tanggal 29 juni 

bertepatan dengan peringatan Harganas tahun 2022, telah 

mencanangkan aplikasi SIPESANPERAK (Sistem Pelaporan 

Kekerasan Perempuan dan Anak)  sebagai aplikasi yang bisa diakses 

oleh masyarakat dalam pelaporan kasus. 

Untuk mencapai target Kinerja  Program  Perlindungan  

Perempuan   ini pada tahun 2024 tidak ada dukungan anggaran baik 

dari DAU maupun dari DAK jadi efesiensi  sebesar 100%. 

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik 

secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 

Sosialisasi Pencegahan Bullying 
 

 

Sosialisasi Pencegahan Bullying di 
SMP D-Baito Sunan Plumbon Tembarak 

Rabu, 21 Agustus 2024 
 

3) Meningkatnya  Kualitas Keluarga 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran program  

meningkatnya  kualitas keluarga  yang telah ditetapkan dalam perjanjian 

kinerja, sebagaimana tabel 3.8. dan grafik dibawah ini: 

Tabel 3.8 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 

Tahun 2024 

Sasaran  Program 3 : Meningkatnya  Kualitas Keluarga 

 

NO Indikator Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2023 (%) 

TAHUN 2024  

Target Realisasi capaian  

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100  

1. Persentase desa sayang ibu dan bayi  % 100 62,28 100 100  

2. 
Persentase pelayanan ramah anak di 
rumah sakit  dan puskesmas   

% 100 100 56,67 56,67  

  RATA - RATA          78,34  
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja 

sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga dengan 2 (dua) Indikator adalah 

78,33%, atau kategori “tinggi” capaian ini lebih rendah  dari capaian tahun 

sebelumnya 100% hal ini karena indikator pada tahun sebelumnya hanya 

Rumah sakit saja, dan belum puskesmas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 

(DPPPAPPKB) pada Tahun 2024 telah melakukan sosialisasi pada 

masyarakat terkait hal tersebut, namun demikian belum semua bisa 

dilaksanakan karena kegiatan yang mendukung program ini yaitu gerakan 

sayang ibu, belum semua desa menganggarkan kegiatan tersebut, dan baru 

sebatas integrasi dengan kegiatan lainnnya. Dan perlu peningkatan advokasi, 

KIE dan koordinasi semua pihak terutama kinerja satgas GSI dalam 

menurunkan AKI dan AKB. 

Kinerja  kegiatan yang mendukung program Peningkatan kualitas  

Keluarga adalah: 

a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender 

(KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/KotaPenyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan 

Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota; 

b) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan   

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak 

yang wilayah kerjanya dalam daerah  Kabupaten/Kota. 

Untuk mencapai target Kinerja Program Kualitas Keluarga pada tahun 

2024, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp35.000.000,- dengan realisasi 

sebesar Rp29.800.750,- atau 85,15%, sehingga terdapat efisiensi anggaran 

sebesar Rp5.199.250,- atau 14,65%. Namun, terkait efisiensi sumber daya, 
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terdapat inefisiensi sebesar 6,82%, yang diukur dari selisih antara capaian 

kinerja sebesar 78,33% dan realisasi anggaran sebesar 85,15%. 

 

4) Terpenuhinya Hak anak 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran program  

Terpenuhinya Hak anak yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, 

sebagaimana tabel 3.9 di bawah ini: 

Tabel 3.9 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 

Tahun 2024 

Sasaran  Program 4 : Terpenuhinya hak anak  
 

NO Indikator Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2023 (%) 

TAHUN 2024  

Target Realisasi capaian  

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100  

1. Kabupaten Layak Anak  kategori 100 nindya  nindya  100  

 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja 

sasaran Terpenuhinya hak anak adalah 100%, atau kategori “Sangat tinggi”. 

Capaian ini masih sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%, hal ini 

karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) pada Tahun 2024 telah 

melaksanakan sosialisasi tentang kecamatan layak anak dan desa layak 

anak. 

Untuk mencapai target kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor dan perlu strategi yang telah dan akan dilaksanakan yang meliputi: 

a) Faktor Pendorong 

- Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana 

(Kecamatan layak anak). 

b) Faktor Penghambat 

- Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaaan Kelana; 

- Masih kurangnya pemahaman steakholeder terutama ditingkat desa dan 

lintas sektoral dalam pendukung terbentuknya desa layak anak, karena 

dari 16 kecamatan yang telah dicanangkan dalam mendukung kota 

layak anak belum semua desa mencanangkan desa layak anak. 

c) Strategi  

- Penguatan dalam melakukan pendampingan kelana dan dekela; 

- Melibatkan forum Anak untuk sosialisasi sampai tingkat desa. 
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d) Kinerja kegiatan yang mendukung program ini adalah: 

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak 

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 

pada tahun 2024, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.000.000,- 

dengan realisasi sebesar Rp9.114.000,- atau 91,14%, sehingga terdapat 

efisiensi anggaran sebesar Rp886.000,- atau 8,86%. Terkait efisiensi sumber 

daya, terjadi efisiensi sebesar 8,86%, yang diukur dari selisih antara capaian 

kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 91,14%. 

Salah satu foto kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.3. 
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dan Anti-Bullying 

 

 
 

DPPPAPPKB dan Forum Anak Temanggung (@faktatmg) mengadakan sosialisasi 
pencegahan kekerasan dan anti-bullying di SMP Islam Ngadirejo 

Kamis, 7 November 2024. 

5) Meningkatnya perlindungan khusus anak 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran program  

Meningkatnya perlindungan khusus anak yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.10 dibawah ini: 

Tabel 3.10. 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5 

Tahun 2024    

A. Sasaran  Program 5 : Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak 
 

No Indikator Satuan 
Capaian 

Kinerja Tahun 
2023 (%) 

Tahun 2024  

Target Realisasi capaian  

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100  

1. Persentase kasus kekerasan 
terhadap anak  

kategori 100 0,004 0,004017 99,57  
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja 

sasaran Meningkatnya  Perlindungan khusus anak  dengan 1 (satu) Indikator 

adalah 100% atau kategori “Sangat tinggi”, capaian ini mengalami 

penurunan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%, 

hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) pada 

Tahun 2024 telah melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait hal tersebut. 

Untuk mencapai target kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa 

faktor dan perlu strategi yang telah dan akan dilaksanakan yang meliputi: 

a) Faktor Pendorong 

- Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana  

(Kecamatan layak anak) 

b) Faktor Penghambat 

• Klaster 1 Kelembagaan 

1. Beberapa  peraturan/kebijakan masih menggunakan kebijakan 

pusat belum daerah 

2. Rendahnya Sumber Daya Manusia yang sudah terlatih Konvensi 

Hak Anak (KHA) 

3. Kurangnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten 

Ramah Anak 

4. Kurangnya keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan 

Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), 

untuk mendukun Kelembagaan Kabupaten Layak Anak 

5. Belum terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia 

(APSAI) Kabupaten Temanggung 

6. Belum ada Lembaga Layanan Informasi Anak  

yangterstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) 

7. Belum tersedia SDM penyelenggara layanan Informasi layak 

anak (ILA) yang dilatih Konvensi Hak Anak 

8. Belum ada SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan 

kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mendapatkan pelatihan 

Konvensi Hak Anak (KHA) 

• Klaster 2 Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative 

1. SDM (Konselor, Psikolog, Relawan, Pekerja Sosial, dll) pada 

lembaga layanan keluarga (LK3/Lembaga Konsultasi 

Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina 

Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, 
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PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka 

Sakinah, dan PUSPAGA) belum terlatih KHA 

2. Belum adanya Rute Selamat Ke Dan Dari Sekolah (RASS) dan 

Ruang Bermain Anak yang dikelola oleh lembaga pengelola 

(Dispar, Disdik, DLH, Dinkes, DinasPU, Dishub, dll) yang terlatih 

KHA dan terstandarisasi 

• KLASTER 3 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 

1. Belum adanya regulasi Kawasan tanpa rokok dan kerjasama 

dengan perusahaan  rokok 

• KLASTER IV PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN 

KEGIATAN BUDAYA 

1. Rendahnya Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan 

Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak dan 

Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) 

2. Kurangnya program inovasi pengembangan SRA 

3. Belum ada SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) 

termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang 

Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA/RIRA 

• KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS 

1. SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, 

Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta 

lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di 

satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga 

penyedia layanan perlindungan khusus anak belum dilatih KHA, 

Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan 

peraturan perundang-undanganb terkait anak lainnya 

• DEKELA/KELANA 

1. Belum adanya Forum Anak Desa dan kecamatan 

2. Rendahnya Kecamatan, Desa/kelurahan yang melaksanakan 

fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 

(PATBM) atau sejenisnya 

c) Strategi  

- Penguatan dalam melakukan pendampingan kelana dan dekela 

melibatkan forum Anak untuk sosialisasi sampai tingkat desa. 
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d) Kinerja kegiatan untuk pencapaian program ini adalah : 

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak 

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. 

- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 

yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Untuk mencapai target Kinerja  Program  Perlindungan Khusus Anak 

ini pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp95.000.000,- dengan 

realisasi Rp39.060.300,- atau sebesar 41,12% sehingga efisiensi anggaran 

sebesar Rp160.054.559,- atau 41,12%. Terkait dengan efisiensi sumber daya 

adalah terjadi efisiensi sebesar 53,16% (selisih capaian kinerja sebesar 

94,28% dengan realisasi anggaran41,12%). Salah satu foto yang mendukung 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.4. 
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) 

 

 
 

Sosialisasi Revitalisasi Kampung Keluarga Berkualitas yang Terintegrasi dengan 
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Balai Desa Menggoro 

Kamis, 19 Desember 2024 
 

b. Urusan Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana  

1) Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk dan tersampainya informasi 

keluarga 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran  Program 

Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk dan tersampainya informasi 

keluarga yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 

3.10 dibawah ini: 
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Tabel 3.11. 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 6 

Tahun 2024 
 

Sasaran  Program 6 :  Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk  

NO Indikator Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2023 
(%) 

TAHUN 2024 

Target Realisasi capaian 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 

1. Persentase  Desa /kelurahan 
yang memiliki Data Mikro 
Keluarga  

% 100 100 100 100 

2. Persentase pasangan usia subur 
yang ingin ber-KB tidak terpenuhi 
(unmetneed) 

% 100 10,5 7,6 100 

3. Persentase pasangan usia subur 
yang istrinya dibawah usia 20 
tahun 

% 100 2,00 0,3681 100 

4. Angka kelahiran remaja usia 15-
19 th (ASFR 15-19th) 

% 100 12,6 9,1324 100 

 RATA - RATA     100 

 
 

 

Dari tabel di tas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja 

sasaran Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk dan tersampainya 

informasi keluarga  dengan 4 (empat) Indikator adalah 100%, atau kategori 

“Sangat tinggi ”. 

Untuk mencapai target kinerja program tersebut, dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, dan perlu strategi yang telah dan akan dilaksanakan yang 

meliputi: 

a) Faktor Pendorong 

- Adanya kegiatan Pendataan  dan update data keluarga. 

- Meningkatnya Kegiatan KIE kepada PUS untuk Ber–KB. 
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- Meningkatnya koordinasi dengan faskes dan jejaring dalam rangka 

pelayanan KB. 

- Peningkatan KIE dan Advokasi  kepada  tokoh formal dan no formal 

Tentang  Penundaan Usia Perkawinan/PUP. 

b) Faktor Penghambat 

- Lemahnya sistem pelaporan (RR) & administrasi di tingkat RT. 

- Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB  

Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak 

perlu KB). 

- Masih kurangya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam 

memberikan advokasi dan KIE pada masayarakat dan remaja. 

- Kepercayaan dan Agama, yang melarang  untuk menggunakan alat 

Kontrasepsi tertentu. 

c) Strategi yang telah dan yang kan dilakukan 

- Peningkatan KIE dan Advokasi  kepada Steakholder  Tentang  

Penundaan Usia Perkawinan /PUP. 

- Peningkatan pelayanan peserta KB,  dalam moment strategis. 

- Inovasi untuk mendukung kegiatan menurunkan TFR dan Unmetneed 

adalah SIMANTAP KON KB yaitu aplikasi sitem pelaporan kontrasepsi 

KB, tujuannya untuk mengakses data PUS yang berKB dan yang tidak 

berKB untuk sasaran KIE dan pelayanan KB. 

d) Kinerja kegiatan yang mendukung program ini adalah 

- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga. 

- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan 

Pelayanan KB. 

Untuk mencapai target Kinerja Program Pengendalian Penduduk, dan 

informasi keluarga ini pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar 

Rp423.256.000,- dengan realisasi Rp413.532.152,- Atau sebesar 97,70%, 

sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 9.723.848,- atau 2,19%. Terkait 

dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 2,19% (selisih 

capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 97,70%). Salah 

satu foto kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.5. 
Orientasi Penggunaan KKA di Kabupaten Temanggung      

 
Orientasi Penggunaan KKA di Kabupaten Temanggung 

Rabu, 18 September 2024 
 

2) Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran 

meningkatnya pembinaan keluarga berencana yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.12. dibawah ini: 

Tabel 3.12 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 7 

Tahun 2024 
 

Sasaran  Program 7 :  Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana  

 

NO Indikator Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2023 (%) 

TAHUN 2024  

Target Realisasi capaian  

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100  

1. Persentase PUS yang memiliki 
pengetahuan dan pemahaman 
tentang semua jenis metode 
kontrasepsi modern 

% 100 88,5 90,35 100 

 

2. Persentase kepesertaan KB aktif % 100 75,75 81,85 100  

3. Persentase keberhasilan 
pemakaian metode kontrasepsi 
jangka panjang 

% 93,04 46,1 46,45 100 
 

4. Persentase kampung  KB 
berkembang dan Mandiri  

% 100 37,88 28,45 75,11  

  rata  - rata          93,78  
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja 

sasaran Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana dengan 4 (empat) 

Indikator adalah 88,41%, atau kategori “tinggi ”, capaian ini lebih  rendah  

jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya  sebesar 98,26%, untuk 

Pencapaian target kinerja ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan 

perlu upaya strategi yang  harus dilakukan oleh DPPPAPPKB: 

a) Faktor Pendorong 

- Tingginya kesadaran masyarakat (PUS ) untuk berKB. 

- Tingginya Animo Masyarakat dalam penggunaan alakon Implan. 

- Pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi MKJP lebih efektif 

dan praktis. 

- program kerja secara keselurahan bisa terlaksana  secara lintas 

sektoral. 

b) Faktor Penghambat 

- Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis 

alat kontrasepsi modern. PUS muda yang menikah diusia dini belum 

terbekali dengan pengetahuan jenis alokon. 

- PUS muda yang menikah diusia dini belum terbekali dengan 

pengetahuan jenis alokon. 

- Masih adanya PUS yang trauma menggunakan alat kontrasepsi MKJP, 

karena efek dari Rumor penggunaannya. 

- Masih kurangnnya  Partisipasi masyartakat dalam mendukung 

kampung KB.  
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c) Strategis 

- Adanya inovasi berupa aplikasi SIMANTAPKON KB (Sistem Informasi 

Managemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga 

Berencana), sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran dalam 

pelayanan KB. 

- Melakukakan promosi, KIE melalui media cetak dan elektronik. 

- Peningkatan kapasitas tim pengelola KKBPK dari institusi yang paling 

bawah.   

- Peningkatan advokasi dan KIE dengan melibatkan LSOM melakukan 

jejaring dalam pelaksanaan program kampung KB. 

d) Kinerja kegiatan yang mendukung program ini adalah: 

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk, dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal; 

- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 

(PKB/PLKB); 

- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 

Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 

Kabupaten/Kota; 

- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. 

Untuk mencapai target kinerja program pembinaan keluarga 

berencana ini pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar 7.301.754.000,- 

dengan realisasi 6.000.055.574,- atau sebesar 82,17%, sehingga efesensi 

anggaran sebesar Rp1.301.698.426,- atau 6,24 %. Terkait dengan efisiensi 

sumber daya adalah terjadi efisiensi  sebesar 21,28% (selisih capaian kinerja 

sebesar 88,41 % dengan realisasi anggaran82,17%). 

Adapun foto kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.6. 
Pelayanan KB  MKJP  

 

Memperingati Hari Lahir Muslimat NU ke 78 dilaksanakan Bhaksos Pelayanan KB 
MKJP IUD dan Implant di Puskesmas Traji 

Rabu 28 Februari 2024 

Gambar 3.7. 
Pelayanan KB  MKJP  

 
Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB Muslimat NU  

Tahun 2024  
Rabu, 6 Maret 2024 

Gambar 3.8. 
Pemantauan Kegiatan Orientasi TPK Tahun 2024 

 

Pemantauan Kegiatan Orientasi TPK Tahun 2024  
Senin,22 April 2024 
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Gambar 3.9. 
Pelayanan KB  MKJP  

 

 
Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 31 

 pelayanan KB MKJP MOW di RSUD Temanggung  
Selasa, 4 Juni 2024 

 
3) Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera 

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran 

Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.13. dibawah ini:  

Tabel 3.13. 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 8 

Tahun 2024 

Sasaran  Program 8 :  Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera 

 

NO Indikator Satuan 
Capaian Kinerja 
Tahun 2023 (%) 

TAHUN 2024  

Target Realisasi capaian  

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100  

1. Indek Pembangunan Keluarga  % 100 56 62,08 100  

 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja 

sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera 

dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%, atau “Sangat tinggi ” capaian ini 
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masih sama  jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun 

Indek Pembangunan Keluarga adalah pengukuran kualitas keluarga yang 

ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, 

salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan 

peran dan fungsi keluarga. 

Rumus Indek Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan 

dimensi yang dibentuk dari 17 Variabel, 3 dimensi yang ditentukan mencakup: 

a) Dimensi Ketentraman 

b) Dimensi Kemandirian 

c) Dimensi Kebahagian  

Perhitungan IPK, berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 

2022/PK22 yang perhitungannnya dihitung oleh BKKBN. Untuk Pencapaian 

target kinerja ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan perlu upaya 

strategi yang harus dilakukan oleh DPPPAPPKB. 

a) Faktor Pendorong 

- Meningkatnya faktor Ekonomi, Sosial dan Pendidikan dalam 

keluarga. 

b) Faktor Penghambat : 

- Masihnya lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator 

peningkatan kesejahteraan keluarga. 

c) Strategi dan lagkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

mengoptimalkan Capaian sasaran dan indikator program ini kedepan 

adalah: 

- Perlunya  pemahaman tentang perhitungan IPK, Karena perhitugan 

bukan wewenang PD. 

d) Kinerja kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah : 

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga. 

Kegiatan capaian program untuk tahun 2024 diprioritaskan untuk 

upaya penurunan angka Stunting di Kabupaten Temanggung. Untuk 

mencapai target Kinerja Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga 

Sejahtera ini pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar 4.273.400.000,- 

dengan realisasi 4.156.166.700,- atau sebesar 97,26%, sehingga efesensi 

anggaran sebesar 117.233.300,- atau 2,74 %. Terkait dengan efisiensi 

sumber daya adalah terjadi efisiensi  sebesar 13,18% (selisih capaian kinerja 

sebesar 100% dengan realisasi anggaran 97,26%). 
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Dari capaian sasaran strategis indikator kinerja utama Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya juga didukung 

oleh urusan penunjang yaitu program Penunjang urusan Perangkat Daerah 

pada tahun 2024 yaitu pada tabel 3.14 berikut ini. 

Tabel 3.14 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 9 

Tahun 2024 
 

Sasaran  Program 9 :  Terpenuhinya urusan peunjang Perangkat Daerah  

No Indikator Satuan 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 
(%) 

TAHUN 2024 

Target Realisasi capaian 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 

1. Terpenuhinya urusan 
peunjang Perangkat 
Daerah  

% 93,82 100 94,4 94,4 

 

 

Untuk mencapai target Kinerja  Program  penunjang urusan Daerah ini 

pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp4.489.938.912,- dengan 

realisasi Rp 4.238.566.860,- atau sebesar 94,40%, sehingga efesensi 

anggaran sebesar Rp 251.372.052,- atau 5,60%. Adapun kegiatan yang 

mendukung meliputi: 

a) Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatannnya 

antara lain 

- Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target   capaian 

30 ASN  telah tercapai 30 ASN  atau 100%. 

- Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah, kegiatannya antara 

lain. 

1) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor dengan target capaian 4 paket  telah tercapai 4 

Paket  atau 100%. 

2) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target capaian 

4 paket  telah tercapai 4 paket  atau 100%. 
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3) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan 

target capaian 12 laporan  telah tercapai 12 laporan  atau 100 %. 

4) Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target capaian 12 

laporan  telah tercapai 19 atau 75%. 

5) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPDdengan target capaian 12 laporan  telah tercapai 12 laporan  

atau 100%. 

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian 12 

laporan telah tercapai 12 laporan  atau 100%. 

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrikdengan target capaian 12 laporan  telah tercapai 12 laporan  

atau 100%. 

8) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 

capaian 12 laporan  telah tercapai 12 laporan  atau 100%. 

b) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatandengan target capaian 2 unit telah tercapai 2 unit atau 100% 

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangandengan target capaian 105 unit  telah tercapai 80  unit  atau 

76% 

3) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya target capaian 2 unit telah tercapai 2 unit atau 100 %. 

4) Strategi yang telah dilakukan Dinas PPPAPPKB, adalah  

- Pengoptimalisasi Sumber daya yang ada baik Sumber daya 

manusia maupun sarana prasarana yang tersedia. 

- Memprioritaskan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang 

mendesak 

- Efesiensi penggunaan barang persediaan 

Adapun pencapaian kinerja program  dirinci dalam tabel 3.15. sebagai 

berikut:  
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Tabel  3.15. 
Pencapaian Kinerja Program 

  

No. Sasaran 
Jumlah 

indikator 

Rata – rata 

Capaian 

Keterangan     

(kategori) 

1 Program Pengarustamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan 

2 92,45 Sangat   

tinggi 

2 Program Perlindungan Perempauan  2 53,75 Sangat  

Rendah 

3 Program Peningkatan Kualitas 

Keluarga  

2 78,34 Tinggi 

4 Program Pemenuhan Hak Anak 

/PHA 

1 100 Sangat  

Tinggi 

5 Program Perlindungan Khusus Anak 1 94,28 Sangat  

Tinggi 

6 Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah kabupaten / kota  
 

1 94,40 Sangat  

Tinggi 

7 Program Pengendalian Penduduk, 

dan Informasi Keluarga  

4 100 Sangat 

Tinggi 

8 Program Pembinaan Keluarga 

Berencana  

4 88,41 Tinggi 

9 Program Pemberdayaan dan 

Peningkatan Keluarga Sejahtera 

1 100 Sangat  

tinggi 



 

 

LKJIP Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024         53 

 

 

4) Akuntabilitas Keuangan  

a) Laporan Realisasi anggaran tahun 2024 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana pada Tahun anggaran 2024 adalah 

alokasi  anggaran sebesar Rp. 16.738.348.912,- yang bersumber dari  

DAU dan DAK.  Secara ringkas komposisi penggunaan adalah : 

Tabel  3.16 
Realisasi anggaran tahun 2024 

Per 31 Desember 2024 
 

No Program kegiatan Pagu anggaran Realisasi % 

1 2 3 4 5=4/3*100 

 BELANJA DAERAH  16.738.348.912 14.930.981.586 89,20 

 URUSAN PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  

A PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

35.000.000 23.681.500 67,66 

1 Pelembagaan Pengarusutamaan 
Gender (PUG) pada Lembaga 
Pemerintah Kewenangan 
Kabupaten/Kota 
 

10.000.000 3.880.500 38,81 

a Advokasi Kebijakan dan 
Pendampingan Pelaksanaan PUG 
termasuk PPRG 
 

10.000.000 3.880.500 38,81 

2 Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan 
Pemberdayaan Perempuan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 
 

25.000.000 19.801.000 79,20 

a Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Lembaga Penyedia Layanan 
Pemberdayaan Perempuan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 
 

25.000.000 19.801.000 79,20 

B PROGRAM PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

75.000.000 21.003.750 28,01 

1 Penyediaan Layanan Rujukan 
Lanjutan bagi Perempuan Korban 
Kekerasan yang Memerlukan 
Koordinasi Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

75.000.000 21.003.750 28,01 

a Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Penyediaan Layanan 
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan 
Korban Kekerasan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 75.000.000  21.003.750 28,01 

C PROGRAM PENINGKATAN 
KUALITAS KELUARGA 
 

35.000.000 29.800.750 85,15 
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No Program kegiatan Pagu anggaran Realisasi % 

1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam 
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) 
dan Hak Anak tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

10.000.000 7.757.750 77,58 

a Pelaksanaan Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi KG dan Perlindungan 
Anak bagi Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 10.000.000  7.757.750 77,58 

2 Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam 
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang 
Wilayah Kerjanya dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

25.000.000 22.043.000 88,17 

a Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Keluarga 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 25.000.000  22.043.000 88,17 

D PROGRAM PEMENUHAN HAK 
ANAK (PHA) 
 

10.000.000 9.114.000 91,14 

1 Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

10.000.000 9.114.000 91,14 

a Penyediaan Layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 10.000.000  9.114.000 91,14 

E PROGRAM PERLINDUNGAN 
KHUSUS ANAK 
 

95.000.000 39.060.300 41,12 

1 Pencegahan Kekerasan Terhadap 
Anak yang Melibatkan para Pihak 
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

20.000.000 18.988.750 94,94 

a Advokasi dan pendampingan 
Perangkat Daerah dalam pelaksanaan 
kebijakan /program/ kegiatan 
pencegahan KTA 

 20.000.000  18.988.750 94,94 

2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang 
Memerlukan Perlindungan Khusus 
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

75.000.000 20.071.550 26,76 

a Penyediaan Layanan Pengaduan 
Masyarakat bagi Anak yang 
Memerlukan Perlindungan Khusus 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 75.000.000  20.071.550 26,76 

 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA 

F PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 
 

4.489.938.912 4.238.566.860 94,40 

1 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 
 

3.499.540.912 3.411.795.317 97,49 

a Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 
 

3.499.540.912 3.411.795.317 97,49 

2 Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 
 

79.580.000 60.040.150 75,45 

a Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

 3.000.000  2.901.000 96,70 

b Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
 

 15.580.000  13.795.000 88,54 
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No Program kegiatan Pagu anggaran Realisasi % 

c Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 
 

 8.000.000  7.786.150 97,33 

d Fasilitasi Kunjungan Tamu 
 

 13.000.000  11.586.000 89,12 

e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 
 

 40.000.000  23.972.000 59,93 

3 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

791.189.000 657.704.393 83,13 

a Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
 

 8.000.000  7.725.500 96,57 

b Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 
 

 37.400.000  31.400.467 83,96 

c Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
 

 7.000.000  6.536.000 93,37 

d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 
 

 738.789.000  612.042.426 82,84 

4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 
 

119.629.000 109.027.000 91,14 

a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
 

 18.000.000  15.415.000 85,64 

b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
 

 47.006.000  45.158.000 96,07 

c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 
 

 30.000.000  27.513.000 91,71 

d Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

          24.623.000  20.941.000 85,05 

G PROGRAM PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

423.256.000 413.532.152 97,70 

1 Pemetaan Perkiraan Pengendalian 
Penduduk, Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

423.256.000 413.532.152 97,70 

a Pencatatan dan Pengumpulan Data 
Keluarga 

217.800.000 217.350.000 99,79 

b Pengolahan dan Pelaporan Data 
Pengendalian Lapangan dan 
Pelayanan KB 

205.456.000 196.182.152 95,49 

H PROGRAM PEMBINAAN 
KELUARGA BERENCANA (KB) 
 

7.301.754.000 6.000.055.574 82,17 

1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Pengendalian Penduduk, dan KB 
sesuai Kearifan Budaya Lokal 

1.790.619.000 1.389.979.188 77,63 

a Pengendalian Program KKBPK  80.000.000  53.546.500 66,93 

b Pengelolaan Operasional dan Sarana 
di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 

 1.055.144.000  932.969.463 88,42 

c Pelaksanaan Mekanisme Operasional 
Program Bangga Kencana melalui 
Rapat Koordinasi Kecamatan 
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa 

 300.000.000  186.502.300 62,17 
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No Program kegiatan Pagu anggaran Realisasi % 

(Rakordes), dan Mini Lokakarya 
(Minilok) 

d Promosi dan KIE Program Bangga 
Kencana Melalui Media Massa Cetak 
dan Elektronik serta Media Luar 
Ruang 

 71.825.000  66.565.325 92,68 

e Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
(KIE) Program Bangga Kencana 
sesuai Kearifan Budaya Lokal 

 83.650.000  56.678.750 67,76 

f Advokasi Program Bangga kencana 
oleh pokja advokasi kepada 
Stakeholders dan Mitra Kerja 

 200.000.000  93.716.850 46,86 

2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 
KB/Petugas Lapangan KB 
(PKB/PLKB) 

2.228.001.000 2.186.934.600 98,16 

a Penggerakan Kader Institusi 
Masyarakat Pedesaan (IMP) 

 821.525.000  817.445.000 99,50 

b Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, 
Penggerakan, Pelayanan dan 
Pengembangan Program Bangga 
Kencana untuk Petugas Keluarga 
Berencana/Penyuluh Lapangan 
Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 

 1.406.476.000  1.369.489.600 97,37 

3 Pengendalian dan Pendistribusian 
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di 
Daerah Kabupaten/Kota 

2.503.784.000 1.843.118.736 73,61 

a Pengendalian Pendistribusian Alat 
dan Obat Kontrasepsi dan Sarana 
Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 
Kesehatan Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya 

 30.000.000  29.260.000 97,53 

b Peningkatan Kesertaan Penggunaan 
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP) 

 2.075.434.000  1.436.576.736 69,22 

c Penyediaan Sarana Penunjang 
Pelayanan KB 

 363.350.000  347.199.250 95,56 

d Pembinaan Pelayanan Keluarga 
Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan 
termasuk Jaringan dan Jejaringnya 

 35.000.000  30.082.750 85,95 

4 Pemberdayaan dan Peningkatan 
Peran serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan 
Ber- 
KB 

779.350.000 580.023.050 74,42 

a Integrasi Pembangunan Lintas Sektor 
di Kampung KB 

 5.314.000  4.568.500 85,97 

b Pelaksanaan dan Pengelolaan 
Program KKBPK di Kampung KB 

 774.036.000  575.454.550 74,34 

I PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PENINGKATAN KELUARGA 
SEJAHTERA (KS) 
 

4.273.400.000 4.156.166.700 97,26 

1 Pelaksanaan Pembangunan 
Keluarga melalui Pembinaan 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga 
 

4.173.400.000 4.071.224.700 97,55 
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No Program kegiatan Pagu anggaran Realisasi % 

a Pengelolaan Ketahanan Keluarga 
Melalui Pusat Pelayanan Keluarga 
Sejahtera (PPKS) 

 19.200.000  7.657.900 39,88 

b Promosi dan Sosialisasi Kelompok 
Kegiatan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA)) 

 17.500.000  15.931.750 91,04 

c Pengadaan Sarana Kelompok 
Kegiatan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS) 
 

 300.000.000  286.296.000  300.000.000  

d Penyediaan Biaya Operasional bagi 
Pengelola dan Pelaksana (Kader) 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS) 

 3.836.700.000  3.761.339.050 98,04 

2 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran 
Serta Organisasi Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 
dalam Pembangunan Keluarga 
Melalui Pembinaan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

100.000.000 84.942.000 84,94 

a Pendayagunaan Mitra Kerja dan 
Organisasi Kemasyarakatan dalam 
Penggerakan Operasional Pembinaan 
Program Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 
BKL, PPPKS, PIK-R dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS) 

 100.000.000  84.942.000 84,94 

 

Tabel 3.17. 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 

No Rekening Anggaran Realisasi Sisa prosentase 

1 
Belanja 
Daerah 

16.738.348.912 14.930.981.586 1.807.367.326 89,2 

2 
BELANJA 
OPERASI 

15.048.218.912 13.275.945.786 1.772.273.126 88,22 

3 
Belanja 
Modal 

1.690.130.000 1.655.035.800 35.094.200 97,92 

Sumber : Laporan Keuangan DPPPAPPKB   

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran DPPPAPPKB  

Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk total belanja sebesar Rp 14.930.981.586,- 

dari total anggaran  Rp 16.738.348.912,- atau 89,20%. 
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C. Prestasi Dan Penghargaan 

Prestasi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi 

penunjang program PPPA  dan PPKB  adalah: 

1 Penghargaan Penyuluh KB 

teladan I tingkat Propinsi Jawa 

Tengah, atas Nama Aritha  

Dewi Wadyastuti  Penyuluh KB 

Kecamatan Kranggan. 

 

2 Penghargaan  Sebagai Tim 

Penggerak PKK Terbaik II 

Penilaian Kesatuan Gerak PKK 

bangga Kencana Kesehatan 

Tingkat Provins 

 

3 Penghargaan   gerakan 

serentak penertiban Nomor 

induk Berusaha untuk 

Kelompok UPPKA 

 

4 Penghargaan Institusi 

Masyarakat Pedesaan Teladan 

III, Tingkat Provinsi Jawa 

Tengah, atas nama Windarti, 

PPKBD Desa Pingit 

Kecamatan Pringsurat 
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5 Penghargaan Capaian KBPP 

MKJP Pekan Pelayanan 

100.000 Akseptor KB 

Pascapersalinan Dalam 

Rangka Hari Kependudukan 

Sedunia Tahun 2024, atas 

nama PMB Siti Aisah Zahrotun 

 

6 Penghargaan Pelaksana 

Terbaik I Pelayanan Keluarga 

Berencana Dalam Rangka 

Penggerakan Dan Bhakti 

Sosial Pelayanan Keluarga 

Berencana Nahdlatul Ulama 

Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2024  
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BAB IV 

P E N U T U P 

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana  

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung sebagai 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan Pemerintah Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi untuk memberikan 

pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada masyarakat.  Pada 

Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada. 

Sedangkan pencapaian hasil dibandingkan dengan target masih ada indikator 

yang belum tercapai, namun secara rata-rata dari target sasaran yang telah 

ditetapkan dapat dicapai dengan ketegori rata-rata Tinggi, Hal tersebut  

didukung dengan data sebagai berikut: 

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan dengan 

pencapaian rata-rata sebesar 85,81%. 

2. Secara total anggaran yang telah disediakan dari APBD termasuk 

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) telah mencukupi 

dengan penyerapan sebesar 89,20%, dikarenakan adanya efesiensi 

anggaran. 

 

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang 

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung dimasa mendatang antara lain:  

1. Meningkatkan Advokasi dan KIE baik kepada tokoh masyarakat dan lintas 

sektoral tentang program Bangga Kencana (Kependudukan Keluarga 

Berencana Pembangunan Keluarga) dan Pemberdayaan Perempuan dan  
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POHON KINERJA DINAS PPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG 



 

 

Meningkatkan  

kualitas keluarga 

Persentase 

peningkatan 

pemberdayaan 

perempuan dan 

pengarusutamaan 

gender

- Propors i  

perempuan us ia  15-

49 tahun yang 

melahirkan hidup 

pertama (Data  BPS) 

Angka kelahiran 

remaja  us ia  15-19 

tahun (ASFR 15-19 

tahun) 

- Propors i  

perempuan us ia  15-

49 tahun yang 

melahirkan hidup 

tidak di  fas i l i tas  

kesehatan (Data  

Tingkat Partis ipas i  

Angkatan Kerja  

(TPAK) Perempuan 

(IUP RPJPD) 

Ras io kasus  

kekerasan terhadap 

perempuan  dibagi  

seluruh penduduk 

perempuan

Ras io  kasus  

kekerasan terhadap  

anak  dibagi  seluruh 

penduduk  anak

- Kabupaten Layak 

Anak

 - Persentase 

Terbentuknya  

DRPPA 

Persentase 

pelayanan ramah 

anak di  puskesmas      

Meningkatkan  

Pengarustamaan 

Gender dan 

Pemberdayaan 

Perempuan  

Menurunnya angka 

kelahiran remaja 

Meningkatkan 

partisipasi angkatan 

kerja perempuan 

Meningkatkan 

perlindungan terhadap 

perempuan

Tertanganinya  

perlindungan khusus 

anak 

Meningkatkan 

Pemenuhan Hak Anak 

(PHA)

Meningkatkan indek 

pembangunan gender 

Indek Pembangunan 

Gender 

Meningkatkan  

kesetaraan gender 

Meningkatkan  

perlindungan 

perempuan dan anak 

Menurunnya Indeks  

Ketimpangan 

Gender (IKG) (IUP 

RPJPD)

Persentase 

menurunnya kasus  

kekerasan terhadap 

perempuan dan 

anak

Tujuan 

Sasaran



 

 

  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatkan Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 

dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak 

yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase pelayanan ramah anak di  

puskesmas                               

Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan 

Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kual i tas  Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) 

dan Hak Anak Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

  Pengembangan Kegiatan Masyarakat 

untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan advokas i  Kebi jakan 

dan Pendampingan Penyelenggaraan

PUG

Jumlah sumber Daya Lembaga

Penyedia  Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota  yang Mendapat

Peningkatan Kapas i tas

Jumlah Layanan Tindak Lanjut

Pengaduan yang Memerlukan

Koordinas i  dan Sinkronisas i  bagi

Perempuan Korban Kekerasan

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga yang memperoleh

advokas i  dan Pendampingan

dalam pelaksanaan kebi jakan

/program/ kegiatan pencegahan

KTA

Jumlah AMPK yang mendapatkan

layanan pengaduan

Jumlah sumberdaya Lembaga

Penyedia  Layanan Peningkatan

Kual i tas  Keluarga yang mendapat

Peningkatan Kapas i tas  Keluarga

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Komunikas i , Informas i ,

Edukas i  (KIE) Kesetaraan Gender

(KG) dan Perl indungan Anak bagi

Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota  yang Tersedia

 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Penyelenggaraan PUG kewenangan 

Kab/Kota

 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

 Advokasi dan pendampingan Perangkat 

Daerah dalam pelaksanaan kebijakan 

/program/ kegiatan pencegahan KTA

 Penyediaan Layanan Pengaduan 

Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

Peningkatan  Organisasi Masyarakat yang 

Mendapat Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Peningkatan Partisipasi 

Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial 

dan Ekonomi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Organisas i  Masyarakat yang 

Mendapat Advokas i  dan 

Pendampingan Kebi jakan Peningkatan 

Partis ipas i  Perempuan di  Bidang 

Pol i tik, Hukum, Sos ia l  dan Ekonomi  

Kewenangan Kabupaten/Kota

 Layanan  Pengaduan Masyarakat bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan 

Tingkat Kabupaten/Kota  yang 

Mendapatkan Layanan Pengaduan

  Kapasitas  Sumber Daya  Lembaga  

Penyedia  Layanan Penanganan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah     sumber     Daya     Manus ia  

Lembaga Penyedia  Layanan 

Penanganan bagi  Perempuan Korban 

Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota  yang Mendapat 

Peningkatan Kapas i tas

Jumlah PD yang menerapkan Anggaran 

Respons i f Gender

Jumlah Lembaga/Organisas i  

Perempuan Yang akti f da lam layanan 

perempuan

Jumlah Pencegahan Kekerasan 

Terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga yang memebarikan 

advokas i  dan pendampingan kegiatan 

pencegahan KTA

Jumlah  AMPK  yang  mendapatkan 

layanan pengaduan

Jumlah lembaga penyedia  layanan 

peningkatan kula i tas  keluarga

Jumlah KIE Kesetaraan Gender da lam 

perl indungan anak dalam keluarga

Peningkatan  Pelembagaan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 

Lembaga Pemerintah Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Peningkatan  Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota	

 Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 

yang Melibatkan para Pihak Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi 

Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Memerlukan Koordinasi 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatkan Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota	

Peningkatan  Pemberdayaan Perempuan 

Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan 

Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga/Organisas i  

Perempuan Yang akti f da lam 

pemberdayaan perempuan

 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan 

bagi Perempuan Korban Kekerasan yang 

Memerlukan Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan 

Lanjutan bagi  Perempuan Korban 

Kekerasan yang Memerlukan 

Koordinas i  Kewenangan 

Kabupaten/Kota

 Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Perlindungan 

Perempuan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia  Layanan 

Perl indungan Perempuan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Persentase peningkatan 

pemberdayaan perempuan dan 

pengarusutamaan gender

- Propors i  perempuan us ia  15-49 tahun 

yang melahirkan hidup pertama (Data  

BPS) Angka kelahiran remaja  us ia  15-

19 tahun (ASFR 15-19 tahun) 

- Propors i  perempuan us ia  15-49 tahun 

yang melahirkan hidup tidak di  

fas i l i tas  kesehatan (Data  BPS)

Tingkat Partis ipas i  Angkatan Kerja  

(TPAK) Perempuan (IUP RPJPD) 

Ras io kasus  kekerasan terhadap 

perempuan  dibagi  seluruh penduduk 

perempuan

Ras io  kasus  kekerasan terhadap  

anak  dibagi  seluruh penduduk  anak

- Kabupaten Layak Anak

 - Persentase Terbentuknya  DRPPA 

Meningkatkan  Pengarustamaan Gender 

dan Pemberdayaan Perempuan  

Menurunnya angka kelahiran remaja Meningkatkan partisipasi angkatan kerja 

perempuan 

Meningkatkan perlindungan terhadap 

perempuan

Tertanganinya  perlindungan khusus anak Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak 

(PHA)

Meningkatkan indek pembangunan gender 

Indek Pembangunan Gender 

Dinas Kesehatan Dinas Perinaker

Meningkatkan  kualitas keluarga 

Jumlah Dokumen Has i l  Pengembangan 

Kegiatan Masyarakat untuk 

Peningkatan Kual i tas  Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatkan Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga  Penyedia  

Layanan  bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga  Penyedia   Layanan  bagi  

Anak yang Memerlukan Perl indungan 

Khusus  Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

 kerjasama antar lembaga penyedia 

layanan perlindungan  bagi  AMPK  tingkat 

daerah kabupaten/kota

Jumlah   kegiatan   kerjasama  antar 

lembaga penyedia  layanan AMPK

Meningkatkan  kesetaraan gender Meningkatkan  perlindungan perempuan 

dan anak 

Menurunnya Indeks  Ketimpangan 

Gender (IKG) (IUP RPJPD)

Persentase menurunnya kasus  

kekerasan terhadap perempuan dan 

anak

Tujuan

Sasaran



 

 

Jumlah Orang yang Mengikuti

Kesertaan Penggunaan 

Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP)

Jumlah Laporan Hasil 

Pembinaan Pelayanan 

Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan Termasuk 

Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah DASHAT di Kampung 

KB

Jumlah Kampung Keluarga

Berkualitas yang mengikuti

Pelaksanaan dan Pengelolaan

Program Bangga Kencana

(Pembangunan Keluarga,

Kependudukan, dan Keluarga

Berencana)

  Peningkatan Kesertaan 

Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP) 

  Pembinaan Pelayanan 

Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan Termasuk 

Jaringan dan Jejaringnya 

Terfasilitasinya Pengelolaan 

Dapur Sehat Atasi Stunting 

(DASHAT) di Kampung 

Keluarga Berkualitas

  dan terkelolanya Program 

Bangga Kencana di Kampung 

Keluarga Berkualitas 

Terfasilitasinya Pelaksanaan 

Penyuluhan Penggerakan 

Pelayanan dan 

Pengembangan Program 

Bangga Kencana untuk 

Petugas Keluarga 

Berencana/Penyuluh 

Lapangan Keluarga Berencana 

(PKB/PLKB)

Terkendalinya 

Pendistribusian Alat dan Obat 

Kontrasepsi dan Sarana 

Penunjang Pelayanan KB ke 

Fasilitas Kesehatan Termasuk 

Jaringan dan Jejaringnya

  Pengolahan dan Pelaporan 

Data Pengendalian Lapangan 

dan Pelayanan KB

  Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Keluarga

Jumlah Laporan Pencatatan 

dan

Pengumpulan Data Keluarga

Jumlah Dokumen Pengolahan 

dan

Pelaporan Data Pengendalian

Lapangan dan Pelayanan KB

Meningkatkan Pelaksanaan 

Advokasi Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk dan 

KB Sesuai Kearifan Budaya 

Lokal	

Meningkatkan 

Pendayagunaan Tenaga 

Penyuluh KB/Petugas 

Lapangan KB (PKB/PLKB)

Meningkatkan Pengendalian 

dan Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan Obat 

Kontrasepsi serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB di Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Advokasi dan KIE , 

serta sarana  penunjang  

pengendalian Penduduk dan 

Pelayanan KB 

Jumlah laporan dan 

penggerakan masyarakat oleh 

kader IMP

Jumlah laporan distribusi alat 

kontrasepsi, peningkatan 

pelayanan KB MKJP serta 

sarana penunjang pelayanan 

KB 

Terkelolanya Operasional dan 

Sarana di Balai Penyuluhan 

Bangga Kencana 

   Mekanisme Operasional 

Program Bangga Kencana 

melalui Rapat Koordinasi 

Kecamatan (Rakorcam) Rapat 

Koordinasi Desa (Rakordes) 

dan Mini Lokakarya (Minilok)

Jumlah Laporan Hasil 

Pengelolaan

Operasional dan Sarana di 

Balai

Penyuluhan Bangga Kencana

(Pembangunan Keluarga,

Kependudukan, dan Keluarga

Berencana)

Jumlah Laporan Mekanisme

Operasional Program Bangga

Kencana (Pembangunan 

Keluarga,

Kependudukan, dan Keluarga

Berencana) Melalui Rapat

Koordinasi Kecamatan 

(Rakorcam),

Rapat Koordinasi Desa 

(Rakordes),

dan Mini Lokakarya (Minilok)

Jumlah Dokumen Promosi dan 

KIE Program Bangga Kencana 

(Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga 

Berencana) Melalui Media 

Massa Cetak dan Elektronik 

serta Media Luar Ruang

Jumlah Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) Program 

Bangga Kencana 

(Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga 

Berencana) sesuai Kearifan 

Budaya Lokal yang 

dilaksanakan

Jumlah Organisasi yang

Mendapatkan Advokasi 

Program

Bangga Kencana 

(Pembangunan

Keluarga, Kependudukan, dan

Keluarga Berencana) kepada

Stakeholders dan Mitra Kerja

Jumlah Kader yang Mengikuti

Penggerakan Kader Institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP)

 Promosi dan KIE Program 

Bangga Kencana Melalui 

Media Massa Cetak dan 

Elektronik serta Media Luar 

Ruang

  Komunikasi Informasi dan 

Edukasi (KIE) ProgramBangga 

Kencana sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

  Advokasi Program Bangga 

kencana oleh pokja advokasi 

kepada Stakeholders dan 

Mitra Kerja 

  Penggerakan Kader Institusi 

Masyarakat Pedesaan (IMP) 

Jumlah Laporan Hasil 

Penguatan Pelaksanaan 

Penyuluhan, Penggerakan, 

Pelayanan dan 

Pengembangan Program 

Bangga Kencana 

(Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga 

Berencana) untuk Petugas 

Keluarga Berencana/Penyuluh 

Lapangan Keluarga Berencana 

(PKB/PLKB)

Jumlah Laporan Pengendalian

Pendistribusian Alat dan Obat 

Kontrasepsi dan Sarana 

Penunjang Pelayanan KB ke 

Fasilitas Kesehatan Termasuk

Jaringan dan Jejaringnya

Meningkatkan Pemberdayaan 

dan Peningkatan Peran Serta 

Organisasi Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

Pelaksanaan Pelayanan dan 

Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jumlah Kampung KB dan 

laporan pelaksanaan  

pengelolaan Program Bangga 

Kencana 

Meningkatkan pembinaan keluarga 

berencana (KB) 

- Persentase PUS yang memi l iki  

pengetahuan dan pemahaman 

tentang semua jenis  metode 

kontraseps i  modern

- Persentase kampung Keluarga 

Berkual i tas

- Angka prevalens i  kontraseps i  

modern/modern contraceptive 

(mCPR)/Persentase kepesertaan 

KB akti f 

- Persentase keberhas i lan 

pemakaian metode kontraseps i  

jangka panjang

Meningkatkan pengendalian 

penduduk 

- Persentase pasangan us ia  subur 

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi  

(unmetneed)

- Angka kelahiran remaja  us ia  15-

19 tahun (ASFR 15-19 tahun)

- Persentase desa/kelurahan yang 

memi l iki  data  mikro keluarga

 -  Median Us ia  Kawin Pertama

Meningkatkan kualitas pembangunan 

keluarga 

Indeks  Pembangunan Keluarga 

(Ibangga) (IUP RPJPD)

Meningkatkan Pembangunan 

Keluarga Melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga

Meningkatkan Peran Serta 

Organisasi Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/ 

Kota dalam Pembangunan 

Keluarga Melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga

Jumlah laporan Pelaksanaan 

Permbangunan Keluarga 

melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga

Jumlah Laporan    

Pendayagunaan Mitra Kerja 

dan        Organisasi 

Kemasyarakatan                    

dalam Penggerakan                 

Operasional Pembinaan     

Program     Ketahanan dan  

Kesejahteraan  Keluarga  

 Penumbuhan dan 

Peningkatan Kesadaran 

Keluarga dalam Keterlibatan 

Perencanaan Kehidupan 

Menuju Keluarga Berkualitas 

 Ketahanan Keluarga Melalui 

Pusat Pelayanan Keluarga 

Sejahtera (PPKS) 

  Pengadaan Sarana Kelompok 

Kegiatan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (BKB 

BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha 

Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Akseptor (UPPKA) 

  Pendayagunaan Mitra Kerja 

dan Organisasi 

Kemasyarakatan dalam 

Penggerakan Operasional 

Pembinaan Program 

Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS 

PIK-R dan Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

  Pendampingan Keluarga 

Berisiko Stunting (Termasuk 

remaja Calon 

Pengantin/Calon PUS Ibu 

Hamil Pasca salin/kelahiran 

Baduta/Balita) 

  Promosi dan Sosialisasi 

Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (BKB BKR BKL PPKS 

PIK-R dan Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga 

Akseptor (UPPKA))

Meningkatkan kualitas hidup dan 

sumber daya manusia

Indeks  Pembangunan Manus ia  

Terkendalinya  laju pertumbuhan 

penduduk

Laju pertumbuhan penduduk 

Mewujudkan Keluarga Kecil 

Berkualitas

Angka kelahiran tota l  (tota l  

ferti l i ty rate/TFR) per WUS us ia  15-

49 tahun

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti

Penumbuhan dan 

Peningkatan

Kesadaran Keluarga dalam

Keterlibatan Perencanaan

Kehidupan Menuju Keluarga

Berkualitas

Jumlah laporan hasil 

pengelolaan

Ketahanan Keluarga Melalui 

Pusat

Pelayanan Keluarga Sejahtera

(PPKS)

Jumlah Unit Sarana Kelompok

Kegiatan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (BKB,

BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 

Usaha

Peningkatan Pendapatan 

Keluarga

Akseptor (UPPKA) yang 

tersedia

Jumlah Laporan 

Pendayagunaan

Mitra Kerja dan Organisasi

Kemasyarakatan dalam

Penggerakan Operasional

Pembinaan Program 

Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB,

BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Jumlah Keluarga Berisiko

Stunting (Termasuk remaja 

Calon

Pengantin/Calon PUS, Ibu 

Hamil,

Pasca salin/kelahiran,

Baduta/Balita) yang mendapat

pendampingan

Jumlah Laporan Pembinaan 

dan

Pengawasan Penyelenggaraan

Sistem Informasi Keluarga

Jumlah Laporan Hasil Promosi

dan Sosialisasi Kelompok 

Kegiatan

Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, 

PPPKS,

PIK-R dan Pemberdayaan 

Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

  Pemantauan Data dan 

Informasi Keluarga Berisiko 

Stunting (Termasuk remaja 

Calon Pengantin/Calon PUS 

Ibu Hamil Pasca 

salin/kelahiran Baduta/Balita) 

Cakupan Pemantauan Data 

dan

Informasi Keluarga Berisiko

Stunting (Termasuk remaja 

Calon

Pengantin/Calon PUS, Ibu 

Hamil,

Pasca salin/kelahiran,

Baduta/Balita)

Peningkatan  Pemetaan 

Perkiraan Pengendalian 

Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah laporan Pemetaan 

Perkiraan Pengendalian 

Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

  Pencatatan dan 

Pengumpulan Data Keluarga

Kabupaten

Tujuan

Sasaran



 

 

CASHCADING DINAS PPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direha

bilitasi

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direha

bilitasi

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 

Pajaknya

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan 

yang Dipelihara 

dan dibayarkan 

Pajak dan 

Perizinannya

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan

Jumlah Laporan 

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan 

Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan 

Biaya 

Pemeliharaan 

Pajak dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

Jumlah 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Jumlah 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Jumlah 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA



 

 

Jumlah AMPK yang 

mendapatkan

layanan 

pengaduan

Jumlah   kegiatan   

kerjasama  antar 

lembaga penyedia 

layanan AMPK

Jumlah          

Perempuan          

Korban Kekerasan      

Tingkat 

Kabupaten/Kota       

yang Mendapatkan 

Layanan 

Pengaduan

Jumlah     sumber     

Daya     Manusia 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Penanganan bagi 

Perempuan 

Korban Kekerasan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

yang Mendapat 

Peningkatan 

Kapasitas

Jumlah 

Komunikasi, 

Informasi,

Edukasi (KIE) 

Kesetaraan 

Gender

(KG) dan 

Perlindungan Anak 

bagi

Keluarga 

Kewenangan

Kabupaten/Kota 

yang Tersedia

Jumlah Dokumen 

Hasil 

Pengembangan 

Kegiatan 

Masyarakat untuk 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah 

sumberdaya 

Lembaga

Penyedia Layanan 

Peningkatan

Kualitas Keluarga 

yang mendapat

Peningkatan 

Kapasitas Keluarga

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga 

yang memperoleh

advokasi dan 

Pendampingan

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan

/program/ 

kegiatan 

pencegahan

KTA

Jumlah Laporan 

advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Penyelenggaraan

PUG

Jumlah sumber Daya 

Lembaga

Penyedia Layanan 

Pemberdayaan

Perempuan 

Kewenangan

Kabupaten/Kota yang 

Mendapat

Peningkatan Kapasitas

Jumlah Organisasi 

Masyarakat yang 

Mendapat Advokasi 

dan Pendampingan 

Kebijakan Peningkatan 

Partisipasi Perempuan 

di Bidang Politik, 

Hukum, Sosial dan 

Ekonomi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pelaksanaan Kebijakan, 

Program dan Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan 

Terhadap Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penyediaan 

Layanan 

Pengaduan 

Masyarakat bagi 

Anak yang 

Memerlukan 

Perlindungan 

Khusus Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Penguatan jejaring  

antar lembaga 

penyedia    

layanan    

perlindungan bagi     

AMPK       tingkat      

daerah 

kabupaten/kota

Penyediaan   

Layanan   

Pengaduan 

Masyarakat       

bagi       

Perempuan 

Korban    

Kekerasan    

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Peningkatan    

Kapasitas    

Sumber Daya  

Lembaga  

Penyedia  Layanan 

Penanganan       

bagi      Perempuan 

Korban    

Kekerasan    

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Lembaga 

Penyedia Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengembangan 

Kegiatan 

Masyarakat untuk 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penyediaan 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Advokasi dan 

pendampingan 

Perangkat Daerah 

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

/program/ 

kegiatan 

pencegahan KTA

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Penyelenggaraan 

PUG kewenangan 

Kab/Kota

Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Lembaga 

Penyedia Layanan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Peningkatan Partisipasi 

Perempuan dan Politik, 

Hukum, Sosial dan 

Ekonomi

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pelaksanaan  

Kebijakan,  Program 

dan Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan 

Terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kualitas 

Keluarga dalam 

Mewujudkan 

Kesetaraan 

Gender (KG) dan 

Hak Anak Tingkat 

Daerah 

Jumlah lembaga 

penyedia layanan 

peningkatan 

kulaitas keluarga

Jumlah lembaga 

yang 

memebarikan 

advokasi dan 

pendampingan 

kegiatan 

pencegahan KTA

Jumlah  AMPK  

yang  

mendapatkan 

layanan 

pengaduan

Jumlah Penguatan 

dan Pengembangan 

Lembaga  Penyedia   

Layanan  bagi  Anak 

yang Memerlukan 

Perl indungan Khusus  

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah 

Lembaga/Organisasi 

Perempuan Yang aktif 

dalam layanan 

perempuan

Jumlah 

Lembaga/Organisasi 

Perempuan Yang aktif 

dalam pemberdayaan 

perempuan

Jumlah Pencegahan 

Kekerasan Terhadap 

Perempuan Lingkup 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah 

Penyediaan 

Layanan Rujukan 

Lanjutan bagi 

Perempuan 

Korban Kekerasan 

yang Memerlukan 

Jumlah Penguatan 

dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan 

Jumlah KIE 

Kesetaraan 

Gender dalam 

perlindungan anak 

dalam keluarga

Jumlah PD yang 

menerapkan 

Anggaran Responsif 

Gender

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota	

Pencegahan 

Kekerasan 

Terhadap Anak 

yang Melibatkan 

para Pihak Lingkup 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Penyediaan 

Layanan bagi Anak 

yang Memerlukan 

Perlindungan 

Khusus yang 

Memerlukan 

Koordinasi Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga  

Penyedia  Layanan  

bagi Anak yang 

Memerlukan 

Perlindungan 

Khusus Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Pemberdayaan 

Perempuan Bidang 

Politik, Hukum, Sosial, 

dan Ekonomi pada 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Pencegahan Kekerasan 

Terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

Penyediaan 

Layanan Rujukan 

Lanjutan bagi 

Perempuan 

Korban Kekerasan 

yang Memerlukan 

Koordinasi 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

dalam 

Mewujudkan KG 

dan Hak Anak yang 

Wilayah Kerjanya 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

dalam 

Mewujudkan 

Kesetaraan 

Gender (KG) dan 

Hak Anak Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga 

Pemerintah 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota	

Persentase 

peningkatan 

pemberdayaan 

perempuan dan 

pengarusutamaan 

gender

Persentase  kasus 

kekerasan 

terhadap anak 

perempuan, 

Persentase  kasus 

kekerasan 

terhadap  

Persentase desa 

sayang ibu dan 

bayi, Persentase 

pelayanan ramah 

anak di rumah 

sakit  dan 

puskesmas  

Kabupaten Layak 

Anak

Persentase anak 

korban kekerasan

PROGRAM 

PENGARUSUTAMAAN 

GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

KELUARGA

PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 

ANAK (PHA)

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK

Meningkatkan  kesetaraan gender Meningkatkan  perlindungan perempuan dan anak 

Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (IUP RPJPD)

Persentase menurunnya kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak



 

 

Jumlah laporan 

hasil pengelolaan

Ketahanan 

Keluarga Melalui 

Pusat

Pelayanan 

Keluarga Sejahtera

(PPKS)

Jumlah Laporan 

Hasil Promosi

dan Sosialisasi 

Kelompok 

Kegiatan

Ketahanan dan 

Kesejahteraan

Keluarga (BKB, 

BKR, BKL, PPPKS,

PIK-R dan 

Pemberdayaan 

Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Jumlah Unit Sarana 

Kelompok

Kegiatan 

Ketahanan dan

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB,

BKR, BKL, PPKS, 

PIK-R dan Usaha

Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga

Akseptor (UPPKA) 

yang tersedia

Jumlah Laporan 

Pendayagunaan

Mitra Kerja dan 

Organisasi

Kemasyarakatan 

dalam

Penggerakan 

Operasional

Pembinaan 

Program 

Ketahanan

dan Kesejahteraan 

Keluarga (BKB,

BKR, BKL, PPPKS, 

PIK-R dan

Pemberdayaan 

Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Cakupan 

Pemantauan Data 

dan

Informasi Keluarga 

Berisiko

Stunting 

(Termasuk remaja 

Calon

Pengantin/Calon 

PUS, Ibu Hamil,

Pasca 

salin/kelahiran,

Baduta/Balita)

Jumlah Keluarga 

Berisiko

Stunting 

(Termasuk remaja 

Calon

Pengantin/Calon 

PUS, Ibu Hamil,

Pasca 

salin/kelahiran,

Baduta/Balita) 

yang mendapat

pendampingan

Jumlah Laporan Pengendalian

Pendistribusian Alat dan Obat 

Kontrasepsi dan Sarana 

Penunjang Pelayanan KB ke 

Fasilitas Kesehatan Termasuk

Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah Orang yang 

Mengikuti

Kesertaan 

Penggunaan 

Metode

Kontrasepsi Jangka 

Panjang

(MKJP)

Jumlah Laporan 

Hasil Pembinaan 

Pelayanan 

Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi di 

Fasilitas 

Kesehatan 

Termasuk Jaringan 

dan Jejaringnya

Jumlah DASHAT di 

Kampung KB

Jumlah Kampung 

Keluarga

Berkualitas yang 

mengikuti

Pelaksanaan dan 

Pengelolaan

Program Bangga 

Kencana

(Pembangunan 

Keluarga,

Kependudukan, 

dan Keluarga

Berencana)

Jumlah Keluarga 

yang Mengikuti

Penumbuhan dan 

Peningkatan

Kesadaran 

Keluarga dalam

Keterlibatan 

Perencanaan

Kehidupan 

Menuju Keluarga

Berkualitas

Jumlah Laporan 

Mekanisme

Operasional 

Program Bangga

Kencana 

(Pembangunan 

Keluarga,

Kependudukan, 

dan Keluarga

Berencana) 

Melalui Rapat

Koordinasi 

Kecamatan 

(Rakorcam),

Rapat Koordinasi 

Desa (Rakordes),

dan Mini 

Lokakarya 

(Minilok)

Jumlah Dokumen 

Promosi dan KIE 

Program Bangga 

Kencana 

(Pembangunan 

Keluarga, 

Kependudukan, 

dan Keluarga 

Berencana) 

Melalui Media 

Massa Cetak dan 

Elektronik serta 

Media Luar Ruang

Jumlah 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Program Bangga 

Kencana 

(Pembangunan 

Keluarga, 

Kependudukan, 

dan Keluarga 

Berencana) sesuai 

Kearifan Budaya 

Lokal yang 

dilaksanakan

Jumlah Organisasi 

yang

Mendapatkan 

Advokasi Program

Bangga Kencana 

(Pembangunan

Keluarga, 

Kependudukan, 

dan

Keluarga 

Berencana) 

kepada

Stakeholders dan 

Mitra Kerja

Jumlah Kader yang 

Mengikuti

Penggerakan 

Kader Institusi

Masyarakat 

Pedesaan (IMP)

Jumlah Laporan 

Hasil Penguatan 

Pelaksanaan 

Penyuluhan, 

Penggerakan, 

Pelayanan dan 

Pengembangan 

Program Bangga 

Kencana 

(Pembangunan 

Keluarga, 

Kependudukan, 

dan Keluarga 

Berencana) untuk 

Petugas Keluarga 

Berencana/Penyul

uh Lapangan 

Keluarga 

Berencana 

Jumlah Laporan 

Pembinaan dan

Pengawasan 

Penyelenggaraan

Sistem Informasi 

Keluarga

Jumlah Laporan Pencatatan 

dan

Pengumpulan Data Keluarga

Jumlah Dokumen 

Pengolahan dan

Pelaporan Data 

Pengendalian

Lapangan dan 

Pelayanan KB

Jumlah Laporan Hasil 

Pengelolaan

Operasional dan 

Sarana di Balai

Penyuluhan Bangga 

Kencana

(Pembangunan 

Keluarga,

Kependudukan, dan 

Keluarga

Berencana)

Pengelolaan 

Ketahanan 

Keluarga Melalui 

Pusat Pelayanan 

Keluarga Sejahtera 

(PPKS) 

Promosi dan 

Sosialisasi 

Kelompok 

Kegiatan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB BKR 

BKL PPKS PIK-R 

dan Usaha 

Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga Akseptor 

(UPPKA))

Pengadaan Sarana 

Kelompok 

Kegiatan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB BKR 

BKL PPKS PIK-R 

dan Usaha 

Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga Akseptor 

(UPPKA) 

Pendayagunaan 

Mitra Kerja dan 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

dalam 

Penggerakan 

Operasional 

Pembinaan 

Program 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB BKR 

BKL PPPKS PIK-R 

dan 

Pemberdayaan 

Pemantauan Data 

dan Informasi 

Keluarga Berisiko 

Stunting 

(Termasuk remaja 

Calon 

Pengantin/Calon 

PUS Ibu Hamil 

Pasca 

salin/kelahiran 

Baduta/Balita) 

Pendampingan 

Keluarga Berisiko 

Stunting 

(Termasuk remaja 

Calon 

Pengantin/Calon 

PUS Ibu Hamil 

Pasca 

salin/kelahiran 

Baduta/Balita) 

Pengendalian Pendistribusian 

Alat dan Obat Kontrasepsi dan 

Sarana Penunjang Pelayanan 

KB ke Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan dan 

Jejaringnya

Peningkatan 

Kesertaan 

Penggunaan 

Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP) 

Pembinaan 

Pelayanan 

Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi di 

Fasilitas 

Kesehatan 

Termasuk Jaringan 

dan Jejaringnya 

Fasilitasi 

Pengelolaan Dapur 

Sehat Atasi 

Stunting (DASHAT) 

di Kampung 

Keluarga 

Berkualitas

Pelaksanaan dan 

Pengelolaan 

Program Bangga 

Kencana di 

Kampung Keluarga 

Berkualitas 

Penumbuhan dan 

Peningkatan 

Kesadaran 

Keluarga dalam 

Keterlibatan 

Perencanaan 

Kehidupan 

Menuju Keluarga 

Berkualitas 

Pelaksanaan 

Mekanisme 

Operasional 

Program Bangga 

Kencana melalui 

Rapat Koordinasi 

Kecamatan 

(Rakorcam) Rapat 

Koordinasi Desa 

(Rakordes) dan 

Mini Lokakarya 

(Minilok)

Promosi dan KIE 

Program Bangga 

Kencana Melalui 

Media Massa 

Cetak dan 

Elektronik serta 

Media Luar Ruang

Komunikasi 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

ProgramBangga 

Kencana sesuai 

Kearifan Budaya 

Lokal

Advokasi Program 

Bangga kencana 

oleh pokja 

advokasi kepada 

Stakeholders dan 

Mitra Kerja 

Penggerakan 

Kader Institusi 

Masyarakat 

Pedesaan (IMP) 

Fasilitasi 

Pelaksanaan 

Penyuluhan 

Penggerakan 

Pelayanan dan 

Pengembangan 

Program Bangga 

Kencana untuk 

Petugas Keluarga 

Berencana/Penyul

uh Lapangan 

Keluarga 

Berencana 

(PKB/PLKB)

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Keluarga

Pencatatan dan 

Pengumpulan Data Keluarga

Pengolahan dan 

Pelaporan Data 

Pengendalian 

Lapangan dan 

Pelayanan KB

Pengelolaan 

Operasional dan 

Sarana di Balai 

Penyuluhan Bangga 

Kencana 

Jumlah Advokasi 

dan KIE , serta 

sarana  penunjang  

pengendalian 

Penduduk dan 

Pelayanan KB 

Jumlah laporan 

dan penggerakan 

masyarakat oleh 

kader IMP

Jumlah laporan 

distribusi alat 

kontrasepsi, 

peningkatan 

pelayanan KB 

MKJP serta sarana 

penunjang 

pelayanan KB 

Jumlah Kampung 

KB dan laporan 

pelaksanaan  

pengelolaan 

Program Bangga 

Kencana 

Jumlah laporan 

Pelaksanaan 

Permbangunan 

Keluarga melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

Jumlah Laporan    

Pendayagunaan 

Mitra Kerja dan        

Organisasi 

Kemasyarakatan        

dalam 

Penggerakan            

Operasional 

Pembinaan     

Program     

Ketahanan dan  

Kesejahteraan  

Keluarga  

Jumlah laporan Pemetaan 

Perkiraan Pengendalian 

Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pendayagunaan 

Tenaga Penyuluh 

KB/Petugas 

Lapangan KB 

(PKB/PLKB)

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi serta 

Pelaksanaan 

Pelayanan KB di 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Pemberdayaan 

dan Peningkatan 

Peran Serta 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 

Pelaksanaan 

Pelayanan dan 

Pembinaan 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

Pelaksanaan dan 

Peningkatan Peran 

Serta Organisasi 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota 

dalam 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Pemetaan Perkiraan 

Pengendalian Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan 

Advokasi 

Komunikasi 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal	

- Persentase pasangan usia 

subur yang ingin ber-KB 

tidak terpenuhi 

(unmetneed)

- Angka kelahiran remaja 

usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 

tahun)

- Persentase desa/kelurahan 

yang memiliki data mikro 

keluarga

 -  Median Usia Kawin 

Pertama

- Persentase PUS yang 

memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang semua 

jenis metode kontrasepsi 

modern

- Persentase kampung 

Keluarga Berkualitas

- Angka prevalensi kontrasepsi 

modern/modern 

contraceptive 

(mCPR)/Persentase 

kepesertaan KB aktif 

- Persentase keberhasilan 

pemakaian metode 

Indeks 

Pembangunan 

Keluarga (Ibangga) 

(IUP RPJPD)

PROGRAM PENGENDALIAN 

PENDUDUK

PROGRAM PEMBINAAN 

KELUARGA BERENCANA (KB)

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas

Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 

tahun



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

DALAM RANGKA DARMA BAKTI TMMD MEWUJUDKAN PERCEPATAN 

PEMBANGUNAN WILAYAH DILAKSANAKAN PELAYANAN KB MKJP IUD DAN 

IMPLANT GRATIS 

Selasa, 20/02/2024 

 

 

 

Dalam rangka TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I pada hari 

ini Selasa 20 Februari 2024 di Desa Bonjor, Kecamatan Tretep telah dilaksanakan 

pelayanan KB MKJP IUD dan Implant gratis kepada 55 akseptor, yang terdiri dari 14 

akseptor IUD dan 41 akseptor Implant. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan 

non fisik dalam mendukung kegiatan TMMD yang mengusung tema Darma Bakti 

TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah. Acara pembukaan TMMD 

sengkuyung I ini dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Temanggung Drs.Hary Agung 

Prabowo, MM dan dilanjutkan peletakan batu pertama pada kegiatan pembangunan 

serta peninjauan ke RTLH yang akan direhab.  



 

 

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 

DI DINAS PPPAPPKB 
 

Senin, 04/03/2024 

 

Senin, 4 Maret 2024 bertempat di Halaman  DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung 

telah dilaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pencanangan 

dilakukan oleh Pj. Sekda Kabupaten Temanggung (Bapak Agus Sujarwo) dan dihadiri 

oleh Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung, Inspektur Kabupaten Temanggung, 

serta Mitra Kerja DPPPAPPKB, dan seluruh pegawai DPPPAPPKB maupun Penyuluh 

KB Kabupaten Temanggung. PJ Sekda dalam sambutannya menyampaikan bahwa 

nilai integritas sangat penting untuk dapat diterapkan dalam sebuah institusi 

pemerintah. Nilai integritas meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung 

jawab, kerja keras, keberanian, sederhana, dan keikhlasan yaitu ketulusan dan 

kejujuran seseorang untuk menerima atau mendapatkan apa yang sudah menjadi hak 

dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam 

kesempatan ini, Kepala DPPPAPPKB Temanggung, ibu Gema Artisti Wahyudi dalam 

sambutannya menyampakan bahwa dengan adanya Pencanangan Pembangunan 

Zona Integritas ini diharapkan akan terwujud pemerintahan yang bersih dan akuntabel 

serta meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Temanggung. 



 

 

APRESIASI DUTA GENRE TINGKAT JAWA TENGAH TELAH BERLANSUNG 
PADA TANGGAL 27-29 APRIL 2024  
DI MG SETOS HOTEL SEMARANG 

 
Sabtu, 27/04/2024 

 

 
 

 
Apresiasi duta genre tingkat Jawa Tengah telah berlansung pada tanggal 27-29 April 

2024 di MG Setos Hotel Semarang. Kabupaten Temanggung ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan tersebut, dengan mengirimkan Duta Genre terbaik putra dan putri tahun 

2023, yaitu Aland Hegmawan dan Nadya Intan Cahyani. Pada ajang apresiasi 

tersebut, turut hadir Bunda Genre Kabupaten Temanggung, ibu Indira Hary Agung 

dan kepala Dinas PPPAPKB, ibu Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM memberikan 

dukungan kepada duta genre perwakilan Kabupaten Temanggung. Pada apresiasi 

dugen tahun ini, Kabupaten Temanggung belum berhasil untuk menjadi yg terbaik. 

Dari penilaian juri, yang menjadi juara pada apresiasi dugen Jateng tahun ini adalah 

juara 1 putra diraih oleh Dugen Kota Semarang, disusul Kabupaten Banyumas dan 

Sragen untuk juara 2 dan 3. Juara putri terbaik 1 diraih oleh Kabupaten Sukoharjo, 

juara 2 diraih Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Karanganyar untuk juara 3. 

Menghimbau kepada mas dan mbak di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 di 

pertengahan tahun ini juga akan mengadakan pemilihan Duta Genre Tingkat 

Kabupaten.



 

 

BHAKTI SOSIAL PELAYANAN KB DALAM RANGKA MILAD AISIYYAH KE-107 
DAN HUT IBI KE-73 

Rabu, 08/05/2024 
 

 
 

Dalam rangka Milad Aisiyyah ke-107 dan HUT IBI ke-73  pada hari ini Rabu 8 

Mei 2024 di Balai desa Kaloran kecamatan Kaloran dan desa Karangseneng 

kecamatan Gemawang, telah dilaksanakan pelayanan KB MKJP (IUD dan Implant) 

kepada 328 akseptor yaitu IUD 10 orang akseptor dan Implant: 318 orang akseptor, 

dari Kecamatan Kaloran, Kranggan, Kandangan  dan Gemawang. Dalam kesempatan 

ini hadir Pj. Bupati di lapangan desa Karangseneng yang sekaligus mencanangkan 

pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II, sedangkan di Balai Desa Kaloran dihadiri 

Camat Kaloran, Pengurus PD Aisiyyah Kabupaten Temanggung, Kabid P3KB 

DPPPAPPKB, serta Kepala Puskesmas Kaloran. Dalam sambutannya Ketua PD 

Aisiyyah dan Camat Kaloran mengapresiasi dan berterimakasih atas pelaksanaan 

bakti sosial yang sangat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraannya karena melalui kegiatan ini sangat membantu dalam percepatan 

penurunan Stunting dan Pengendalian Penduduk, sehingga kualitas sumber daya 

juga meningkat di Kabupaten Temanggung. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan 

pelayanan KB yang di layani oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Kaloran dan 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kalisat  Temanggung.



 

 

REMBUG STUNTING DAN PENCANANGAN INTERVENSI SPESIFIK DI 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

Selasa, 25/06/2024 

 

Pada hari ini Selasa 25 Juni 2024 telah dilaksanakan kegiatan rembug stunting 

dan pencanangan intervensi spesifik di kabupaten Temanggung. Kegiatan ini 

dilaksanakan di Graha Bhumi Phala Setda Kabupaten Temanggung dengan dihadiri 

oleh 27 Perangkat Daerah, Camat, Kepala Puskesmas, Penyuluh KB, Kepala 

Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung. Pj. Bupati Temanggung dalam kegiatan ini 

menyampaikan agar Perangkat Daerah, Camat hingga Desa/kelurahan bahu 

membahu memberikan intervensi penanganan stunting. Dalam kegiatan ini juga 

disampaikan mengenai analisis situasi tahun 2024 dan perencanaan tahun 2025 oleh 

Kepala BAPPEDA, evaluasi dan perencanaan percepatan penurunan stunting tahun 

2024 oleh Kepala DPPPAPPKB, hasil intervensi spesifik tahun 2023 dan rencana 

tahun 2024 oleh Kepala Dinas Kesehatan serta pencegahan dan penanganan 

stunting bersumber dari APBDes oleh Kepala Dinpermades. Selain itu juga 

disampaikan mengenai intervensi oleh KORPRI Perangkat Daerah yaitu berupa 

pemberian telur selama 90 hari di 66 desa. Melalui kegiatan ini dihasilkan suatu 

komitmen bersama penanganan stunting baik dari tingkat kabupaten, kecamatan 

maupun desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.  



 

 

DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG MENGGELAR ACARA 
RESEPSI HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) KE-31 DAN HARI ANAK 
NASIONAL (HAN) KE-40 TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG 

DENGAN TEMA “KELUARGA BERKUALITAS MENUJU INDONESIA EMAS 
ANAK TERLINDUNGI INDONESIA MAJU” 

Rabu, 10/07/2024 
 

 

Rabu, 10 Juli 2024 DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung menggelar acara 

resepsi Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-31 dan Hari Anak Nasional (HAN) 

ke-40 Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Temanggung dengan tema *“Keluarga 

Berkualitas Menuju Indonesia Emas Anak Terlindungi Indonesia Maju”. Yang di hadiri 

oleh Asisten l (atas nama Pj Bupati), Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng, 

DPPPAPPKB Provinsi Jateng, OPD Terkait, TP PKK, Persit, PIAD, Bhayangkari, PD 

Muslimat, PD Aisiyah, Juang Kencana, Perwakilan PPKBD, anak sekolah dari TK SD 

SMP SMA, Penyuluh KB dankaryawan DPPPAPPKB Kab. Temanggung serta para 

pemenang lomba Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) diperingati setiap tanggal 29 

Juni, pada tahun 2024 Harganas Tingkat Nasional telah diperingati di Kota Semarang 

pada tanggal 29 Juni 2024. 

Hari Keluarga Nasional merupakan perwujudan pentingnya arti keluarga 

terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional. Sebagai institusi terkecil dalam 

masyarakat, keluarga menjadi pondasi penting awal pembangunan karakter bangsa. 

Harganas juga merupakan momen penting untuk mengingatkan kita akan peran 

keluarga dalam menciptakan generasi emas. Keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat, tempat bernaung, saling mencintai, dan melindungi.  



 

 

Pada hari ini selain Peringatan Harganas juga sekaligus Peringatan Hari Anak 

Nasional ke 40, secara Nasional disepakati bahwa Hari Anak Nasional (HAN) 

diperingati setiap tahunnya pada 23 Juli. Peringatan ini ditetapkan secara resmi 

melalui Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional 

yang bukan termasuk hari libur. Hari Anak Nasinal menjadi momentum penting untuk 

meningkatkan kepedulian dan partisipasi dalam menjamin hak anak, yaitu hak hidup, 

hak tumbuh, hak perkembangan, dan hak berpartisipasi secara wajar sesuai harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Bertepatan dengan momen ini, orang tua dapat membimbing dan 

mengarahkan anak tanpa mendikte untuk menentukan jalan hidup mereka. Sebab 

masih ditemukan anak-anak yang tertekan dan kehilangan mimpi-mimpinya hanya 

untuk memenuhi keinginan orang tua. Sebagian dari mereka juga harus merasakan 

tekanan akibat tuntutan masyarakat. Pada Hari Anak Nasional 2024 ini mengajak 

kepada semuanya agar dapat memenuhi hak-hak mendasar anak. Ciptakanlah 

lingkungan yang aman dan nyaman. Lakukan kampanye terkait kemerdekaan anak 

dari kekerasan, perkawinan anak, dan pekerja anak.  



 

 

MONITORING PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) DI 
KECAMATAN TEMANGGUNG DAN KECAMATAN TEMBARAK 

Senin, 12/08/2024 
 

 
 
 

Pada hari Senin 12 Agustus 2024 telah dilaksanakan kegiatan monitoring 

program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kecamatan Temanggung dan 

Kecamatan Tembarak. Kegiatan monitoring PMT dihadiri oleh TP PKM Kab. bersama 

dengan Bappeda, DPPPAPPKB, Dinas Kesehatan, Dinpermades, Dinkominfo, Persit 

Kabupaten, Bhayangkari Kabupaten, PIAD Kabupaten, Dharmawanita Kabupaten, 

GOW Kabupaten. Dalam kegiatan pemberian PMT Ketua TP PKK Kabupaten 

menyampaikan agar orang tua balita yang mendapatkan PMT terus semangat 

mendampingi tumbuh kembang buah hatinya, khususnya dalam pemberian makanan 

gizi seimbang. Selain itu disampikan pula oleh Kepala DPPPAPPKB bahwa anak yang 

mendapatkan PMT belum tentu benar-benar stunting, karena yang beresiko stunting 

pun juga mendapatkan PMT sebagai upaya pencegahan kasus stunting. Dalam 

kegiatan ini juga dilakukan pemantauan proses memasak dan pengemasan PMT yang 

akan di distribusikan. Selain itu juga dilakukan sharing dan pemberian motivasi 

kepada tim masak agar terus bersemangat menyajikan PMT sebagai salah satu upaya 

untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung. 



 

 

PUNCAK HARI KONTRASEPSI SEDUNIA TINGKAT NASIONAL KOLABORASI 

DENGAN PERESMIAN PROGRAM TNI MANUNGGAL AIR KERJASAMA BKKBN 

DENGAN TNI AD  

DI DUSUN BRONGKOL DESA GANDON 

Kamis, 26/09/2024 

 

 
 

Pada hari ini, Kamis 26 September 2024 di Lapangan Sepak Bola Gandon 

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dilaksanakan kegiatan Puncak Hari 

Kontrasepsi Sedunia Tingkat Nasional Kolaborasi dengan peresmian program TNI 

Manunggal Air Kerjasama BKKBN dengan TNI AD di Dusun Brongkol Desa Gandon. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat RI Mayor Jenderal 

TNI Joko Hadi Susilo, Plt Kepala BKKBN RI Dr. Sundoyo,S.H., M.K.M., M. HUM, Pj 

Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah serta segenap jajaran Pangdam 

IV Diponegoro dan Pj Bupati Temanggung beserta segenap jajaran Forkompinda dan 

Kepala OPD di lingkup Kabupaten Temanggung. Selain peresmian Program TNI 

Manunggal Air dengan BKKBN, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan Gebyar UMKM dan 

UPPKA, Pelayanan KB MKJP Implant dan IUD, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Donor 

Darah serta pemberian Sembako bagi RTM di lingkungan Desa Gandon Kecamatan 

Kaloran  Kabupaten Temanggung. Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan 

pemberian penghargaan atas pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB dan 

capaian target Pelaksanaan World Contraception Day bagi berbagai wilayah di Indonesia. 

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan Launching HALO KB dan Tele Conference bagi 3 

daerah yang terpilih. Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat semakin terdampak 

positif dengan meningkatnya kualitas air bersih, sehingga mampu mendukung 

terlaksananya percepatan penurunan Stunting sesuai target yang diharapkan.



 

 

GRAND FINAL PEMILIHAN DUTA GENRE  

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 

Sabtu, 05/10/2024 

 

 
 

Grand Final pemilihan Duta Genre Kabupaten Temanggung tahun 2024 digelar 

pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 di Graha Bhumi Phala lingkungan Setda 

Kabupaten Temanggung, jam 08.00 WIB sampai dengan jam 13.30 WIB. Puncak 

rangkaian kegiatan pemilihan Duta genre tersebut dilaporkan oleh ketua panitia, Anas 

Rodin, merupakan penyaringan dari 90 pendaftar yang diseleksi menjadi 50 besar 

untuk bisa mengikuti di seleksi tahap 2, yaitu seleksi wawancara, penyuluhan dan 

bakat. Dari seleksi tersebut, diambil 10 besar dan berhak mengikuti kegiatan 

selanjutnya yaitu Pembekalan, Karantina, Gala Diner dan puncaknya adalah Grand 

Final pemilihan duta genre yang dilaksanakan hari sabtu tgl 5 Oktober 2024 ini. Acara 

ini dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BKKBN provinsi Jawa Tengah, Ibu 

Eka Sulistya Ediningsih, SH. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa 

remaja genre adalah anak anak yg punya rencana untuk kehidupan keluarga dan 

mengimplementasikannya. Yaitu mengimplementasikan 5(lima) masa transisi 

kehidupan remaja yang terdiri dari: 

1. Masa sekolah  

2. Masuk dunia kerja  

3. Masuk kehidupan sosial 

4. Komunikasi keluarga dan Masyarakat 

5. Mempersiapkan kehidupan keluarga dengan memahami hak hak reproduksi. 

Beliau juga menyampaikan komitmen Genre yakni: 



 

 

1. Tidak menikah muda  

2. Tidak melakukan seks sebelum dan di luar pernikahan  

3. Tidak Narkoba. 

Harapan beliau bahwa Duta genre harus aktif menyebarkan virus virus genre yaitu 

virus virus kebaikan dalam Merencanakan masa depan, melalui contoh nyata, 

informasi dan edukasi kepada sesama remaja terkait pentingnya menjadi generasi 

yang produktif dan berencana melalui keluarga yang berkualitas; dan bahwa seorang 

DUTA GENRE meskipun hanya sekali menjabat, namun seumur hidup tetap 

menginspirasi. Pj Bupati Temanggung, Drs. Hary Agung Prabowo, MM, 

mengapresiasi kegiatan pemilihan duta genre tahun 2024 yang bertema "Membangun 

Generasi Berencana dengan Aksi Nyata" karena remaja di Kabupaten Temanggung 

sudah beraksi nyata membantu Kabupaten dalam berbagai hal seperti penurunan 

stunting dan kemiskinan ekstrim. Beliau berharap Duta Genre ini tidak hanya sekedar 

Duta, tetapi harus menjadi remaja yang sehat, cerdas, punya nilai penting, bermanfaat 

dan berakhlakul karimah. Dari rangkaian penilaian yang dilaksanakan tersebut di 

grand final pemilihan duta genre diperoleh pemenang sebagai duta genre Kabupaten 

Temanggung tahun 2024 yaitu 

Juara putra 

1. Prabu Jati Segoro 

2. Maljaul Abror 

3. Muhammad A'lam 

Sedangkan juara putri 

1. Auliya Farah Giacinta 

2. Gracia Karen 

3.EvilaAngela



 

 

DALAM RANGKA HARI KESATUAN GERAK PKK TAHUN 2024 PADA HARI INI 

SENIN 4 NOVEMBER 2024 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN 

TEMANGGUNG TELAH DILAKSANAKAN  

PELAYANAN KB MKJP MOW 

Selasa, 05/11/2024 

 
Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2024 pada hari ini Senin 4 

November 2024 di Ruamh Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung telah 

dilaksanakan pelayanan KB MKJP MOW sebanyak 2 orang dari desa Pandemulyo 

Kecamatan Bulu. Pada kesempatan  tersebut mendapatkan kunjungan dari Pj.Ketua 

TP PKK Kabupaten Temanggung ibu Indira Agung Prabowo,Kepala Dinas 

PPPAPPKB Kabupaten Temanggung ibu Dra.Gema Artisti Wahyudi MM dan 

jajarannya,Direktur RSUD Temanggung dr.Tetty Kurniawati SpS beserta jajarannya 

yang sangat mensupport dan mendukung pelaksanaan pelayanan KB MKJP 

khususnya KB MKJP MOW sebagai salah satu cara untuk mengatasi percepatan 

penurunan Stunting. Dalam kesempatan tsb ibu Pj Ketua TP PKK sangat 

mengapresiasi kerjasama antara Dinas PPPAPPKB dengan TP PKK Kabupaten 

Temanggung terutama dalam penggerakan kader-kader PKK dalam pelayanan 

KB.Kepala Dinas dalam sambutannya juga menjelaskan bahwa sampai bulan Oktober 

2024 telah terlayani akseptor MOW sebanyak 45 orang,akseptor IUD : 774 orang dan 

akseptor Implant : 4063 orang dan jumlah ini akan terus bertambah dengan adanya 

momentum hari Kesatuan Gerak PKK sehingga target penggerakan pelayanan KB 

MKJP diharapkan dapat tercapai.  



 

 

RESEPSI PERINGATAN HARI IBU KE 96 TINGKAT JAWA TENGAH GEDUNG 
GRADHIKA BHAKTI PRAJA 

Jumat, 20/12/2024 

 

Pada hari jum'at 20 Desember 2024 dilaksanakan resepsi peringatan hari ibu ke 96 tingkat 

Jawa Tengah Gedung Gradhika Bhakti Praja, jln. Pahlawan Semarang, yang dihadiri oleh 

forkopimda provinsi Jawa tengah, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Kepala 

DP3AP2KB Jawa Tengah, Ketua TP PKK Jawa Tengah dan Ketua TP PKK dan Kepala 

Dinas Pengelola Program KB Kabupaten Se Jawa Tengah, acara di buka oleh Pj. Gubernur 

Jawa Tengah Bpk. Majen Sudjana, dalam sambutan antara lain disampaikan perempuan 

sangat berperan dalam menghilangkan kekerasan di masyarakat dan juga berperan untuk 

membentuk karakter bagi generasi emas dalam menyambut bonus demografi tahun 2045, 

juga untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang berkualitas. Untuk itu perempuan 

harus terus meningkatkan pengetahun dan wawasan dalam membentuk karakter anak-

anak mulai dari sejak dini di keluarga. Hal ini disampaikan sesuai dengan Tema peringatan 

hari ibu ke 96 tahun 2024,  "Perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia 

emas 2045".  Disampaikan juga memberikan penghargaan yang tulus kepada seluruh ibu-

ibu di Jawa Tengah. Dalam acara tersebut juga di serahkan Penghargaan-penghargaan 

dalam acara peringatan hari ibu ke 96, antara lain lomba hari kesatuan gerak PKK Bangga 

Kencana kesehatan tahun 2024, dan Kabupaten Temanggung mendapatkan penghargaan 

terbaik 2 (dua) tingkat provinsi Jawa Tengah yang diserahkan oleh Bpk. Pj. Gubernur Jawa 

Tengah  diterima oleh Ketua TP PKK Kabupaten Temanggung Ibu Indira Agung Prabowo, 

dan Terbaik 1 (satu) Kota Surakarta sertaTerbaik 3 (tiga) Kabupaten Jepara. 

 


